BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Lombok Utara pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Lombok Barat yang termasuk dalam  15 (lima belas) Kecamatan  yaitu Kecamatan Bayan, Gangga, Kayangan, Tanjung, Pemenang, Gunungsari, Batulayar, Narmada, Lingsar, Labuapi, Kediri, Kuripan, Gerung, Lembar dan Sekotong Tengah. 
 Seiring dengan terjadinya perkembangan yang menuntut pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang maksimal tercetus keinginan  warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat bagian Utara untuk mengusulkan pemekaran Kabupaten lombok Barat bagian Utara menjadi Kabupaten Lombok utara. Alasan pemekaran Kabupaten ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan pendekatkan pelayanan masyarakat yang mana dengan dipindahkannya Ibukota Kabupaten lombok Barat di Gerung berimplikasi pada semakin jauhnya jarak tempuh masyarakat Lombok Barat bagian utara ke pusat pemerintahan Kabupaten.

Guna mewujudkan aspirasi dan keinginan masyarakat Kabupaten Lombok Barat bagian utara tersebut beberapa proses ditempuh antara lain;
1. Bupati Kabupaten Lombok Barat membentuk Komite dan Tim pengkajian Pemekaran Kabupaten Lombok Barat yang melibatkan berbagai komponen masyarakat dan unsur Akademisi dengan Keputusan Bupati Nomor 04/03/PEM/2005 tanggal 14 Januari 2005 yang diketuai oleh H. Djohan Sjamsu, SH, Wakil Ketua H. Najmul Ahyar, SH, MH, dan Datu Rahdin Jayawangsa, SH sebagai Sekretaris Umum yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses persiapan, syarat-syarat dan kriteria Pemekaran Kabupaten Lombok Barat.
2. 	Persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor 6/KEP./DPRD/2006 tanggal 6 Juni 2006 dan Bupati Lombok Barat nomor 341/27/Pem/2006 tanggal 6 Juni 2006 selanjutnya dituangkan dalam usulan ke Mendagri dengan surat nomor 100/56/Pem.Otdes/2006 tanggal 6 Juni 2006 dan Gubernur Provinsi NTB serta DPRD Provinsi NTB Nomor 61/KPKLB/LU/V/2006 tanggal 17 Juni 2006. Sambil menunggu persetujuan, Komite melanjutkan proses pemekaran dengan meminta dukungan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan surat Nomor 73/KPKLB/LU/VII/2006 tanggal 8 Juli 2006 serta kepada Ketua Komisi II DPR RI Nomor 72/KPKLB/LU/VII/2006 prihal usulan Pembentukan Kabupaten Lombok Utara didaftarkan dalam Rapat DPR RI Tahun 2006.
3. 	Terbit persetujuan Gubernur Nomor 301 Tahun 2006 tanggal 7 Agustus 2006 dan DPRD Provinsi NTB Nomor 09/KPTS/DPRD/2006 tanggal 24 Agustus 2006 sebagai bahan kelengkapan usulan kepada Ketua Komisi II DPR RI dan DPD RI dengan surat masing-masing Nomor 88/KPKLB/LU/IX/2006 tanggal 2 September 2006 dan Nomor 89/KPKLB/LU/IX/2006 tanggal 4 September 2006.
4. 	Penetapan Tanjung sebagai calon Ibukota Kabupaten Lombok Utara dengan pertimbangan sarana prasarana pemerintahan yang cukup memadai, strategis dan didukung oleh tokoh masyalakat Lombok Utara dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan surat Nomor 011/23/BUP/2008 tanggal 19 april 2008.
5. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui Keputusan Nomor 6/DPD/2008 tanggal 6 pebruari 2008 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI pada point (4) menyatakan bahwa Calon Kabupaten Lombok Utara layak untuk dibentuk menjadi Kabupaten baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat dengan Ibukota terletak di Kecamatan Tanjung.
6. 	Setelah melalui proses dan tahapan usulan pemekaran Kabupaten Lombok Barat mendapatkan tindak lanjut dengan diagendakannya 12 Rancangan Undang Undang dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk Undang Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara yakni dengan diterbitkannya Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor RU.02/8231/DPR-RI/2007 tanggal 25 Oktober 2007 perihal Usul DPR mengenai 12 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 53 Tahun 1999.
7. Perjuangan Pembentukan Kabupaten Lombok Utara yang menjadi harapan seluruh Masyarakat Lombok Utara akhirnya terwujud dengan  Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menjadi tonggak sejarah bagi keberlangsungan Kabupaten Lombok Utara.
8. Sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 26 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.52-1001 tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Lombok Utara di provinsi NTB maka diangkat DRS. H. LALU BAKRI Sebagai Penjabat Bupati lombok utara yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2008 oleh Menteri dalam Negeri atas nama presiden RI. Sehubungan dengan keikutsertaan Penjabat Bupati DRS. H. LALU BAKRI, sebagai Calon Walikota Mataram maka pada tanggal 6 Januari 2010 diangkat dan dilantik DRS. RIDWAN HIDAYAT, sebagai Penjabat Bupati Lombok Utara oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat menggantikan DRS. H. LALU BAKRI.
9. 	Sebagai Daerah Otonomi baru yang belum memiliki Bupati dan Wakil Bupati Definitif maka KPUD Kabupaten Lombok Barat sebagai Pelaksana Pemilu-Kada Kabupaten Lombok Utara menyelenggarakan Pemilu-Kada Pertama Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 7 Juni 2010. Pemilu-Kada pertama ini diikuti oleh empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan telah berhasil dilaksanakan dengan aman, damai, dalam suasana yang sangat kondusif. Masyarakat telah memilih Pemimpin mereka yakni   dengan telah terpilihnya pasangan Calon Bupati H. Djohan Sjamsu, SH dan Wakil Bupati H. Najmul Ahyar, SH, MH. Selanjutnya KPUD Kabupaten Lombok Barat  menetapkan Pemenang Pemilu-Kada Kabupaten Lombok Utara yakni Pasangan  H. Djohan Sjamsu, SH sebagai  Bupati dan H. Najmul Ahyar, SH, MH, sebagai wakil  Bupati Kabupaten Lombok Utara periode 2010-1015.
10.Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-358 tahun 2010  tentang pengangkatan H. Djohan Sjamsu sebagai Bupati Kabupaten Lombok Utara periode 2010-2015, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.52-359 tahun 2010  tentang pengangkatan  H. Najmul Ahyar, SH, MH, sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Periode 2010-2015 yang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 02 Agustus 2010. 
     Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lombok Utara maka tercatat sebagi tonggak sejarah Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lombok Utara bahwa H. Djohan Sjamsu, SH dan H. Najmul Ahyar, SH, MH, sebagai Bupati dan Wakil Bupati PERTAMA Kabupaten Lombok Utara.

 		Berkaitan dengan proses penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan selama kurun waktu yang lalu telah dimulai dengan tahapan – tahapan pembangunan yang  meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama dalam bidang pertanian dan kepariwisataan. Namun proses pembangunan pada masa tersebut sangat berorientasi pada output dan hasil akhir, kurang memperhatikan proses dan keberagaman wilayah. Dampaknya adalah ketertinggalan pembangunan dalam sistem dan kelembagaan yang menyebabkan hasil pembangunan menjadi timpang, terutama dalam kualitas pembangunan sosial budaya yang ditandai dengan rendahnya Indeks Pembangnan Manusia (IPM).
Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan bersamaan dengan itu diterbitkan pula Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU – SPPN) dimana seluruh komponen Bangsa menyusun Perencanaan Pembangunan yang meliputi Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan.
Dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan Perundang - undangan mengenai Perencanaan Nasional dan Daerah, proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Utara tetap mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti mempedomani RPJP Daerah Kabupaten Lombok Utara dan RPJMD Propinsi Nusa Tenggara Barat.RPJP Kabupaten Lombok Utara saat ini sedang dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 
  RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan. Dalam RPJMD juga termaktub rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat secara simultan dan komprehensif yang menjadi pedoman dan rujukan bersama selama kurun waktu lima tahun berjalan. 

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Utara Tahun  2011 - 2015 sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan  Kabupaten Lombok Utara untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah juga dengan maksud sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Dokumen perencanaan detail lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Utara Tahun  2011 - 2015 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :
1. Dalam rangka mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Lombok Utara.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah,  antarfungsi pemerintah daerah dan pusat.
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kabupaten Lombok Utara.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kabupaten Lombok Utara  yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Lombok Utara yang dilaksanakan berdasarkan Rencana kerja tahunan daerah.

1.3. LANDASAN HUKUM
 
Penyusunan RPJM Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011 - 2015 ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok utara di propinsi nusa Tenggara barat;
6. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan Tugan Pembantuan;
9. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009-2013;
12. Peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor     Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Lombok Utara tahun 2005-2025;

1.4. KETERKAITAN RPJMD DENGAN  DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Keterkaitan antara  RPJMD Kabupaten Lombok Utara 2011-1015 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :
1. RPJM Kabupaten Lombok Utara merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Lombok Utara dan memperhatikan RPJM Propinsi, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
2. RPJM kabupaten Lombok Utara 2011-2015 selanjutnya   menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra)  untuk jangka waktu lima tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada setiap tahunnya.
3. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan terhadap RPJMD dapat dilihat pada skema dibawah ini.
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1.5. SISTIMATIKA PENYUSUNAN RPJM KABUPATEN LOMBOK UTARA  TAHUN 2011 – 2015
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BAB II
KONDISI UMUM DAERAH


2.1. KONDISI GEOGRAFIS

Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara, dilanjutkan dengan peresmian dan pelantikan Penjabat Bupati Lombok Utara pada tanggal 30 Desember 2008, menjadikan Kabupaten Lombok Utara sebagai Daerah Otonomi baru di Propinsi Nusa Tenggara Barat.
Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggra Barat, yang posisinya terletak dibagian utara pulau lombok dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara	:   Laut Jawa
Sebelah Barat	:   Selat Lombok Dan Kabupaten Lombok Barat
Sebelah Selatan	:   Kabupaten Lombok Barat Dan Kabupaten Lombok Tengah 
Sebelah Timur	:   Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Utara mempunyai luas wilayah daratan yakni seluas 809,53 Km2, dan secara administrastif terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan, 33 Desa dan 322 Dusun, yang mana Kecamatan Bayan memiliki luas wilayah terbesar dengan luas wilayah 329,10 Km2 dan terkecil adalah Kecamatan Pemenang dengan luas wilayah 81,09 Km2.


Gambar 1.   Peta Wilayah Kabupaten Lombok Utara
[image: lombok_utara-1]










Tabel 2.1. Jumlah Desa dan Dusun  Dirinci menurut Kecamatan
	Kecamatan
	Desa
	Dusun
	BPDesa

	
	
	
	

	Tanjung
	4
	33
	4

	Pemenang
	7
	64
	7

	Gangga
	5
	50
	5

	Kayangan
	8
	81
	8

	Bayan
	9
	94
	9

	Total
	33
	322
	33



Tabel   2.2.     Luas Wilayah   Dirinci Menurut Kecamatan
	Kecamatan
	Luas
	Persentase

	Tanjung
	115,64
	14,28

	Pemenang
	81,09
	10,02

	Gangga
	157,35
	19,44

	Kayangan
	126,35
	15,63

	Bayan
	329,1
	40,65

	Total
	809,53
	100,00



Letak Kabupaten Lombok Utara sangat strategis yaitu terletak pada daerah  tujuan pariwisata sedangkan jalur perhubungan laut dengan Selat Lombok sebagai jalur perhubungan laut yang semakin ramai, dari arah timur tengah untuk lalu lintas bahan bakar minyak dan dari Australia berupa mineral logam ke Asia Pasifik.
Diwilayah Kabupaten Lombok Utara juga terdapat gugusan Pulau-pulau kecil yang cukup terkenal dengan wisata alam laut dan pantainya yakni Gili (pulau), Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan.

Berdasarkan data dari Badan Metereologi dan Geofisika (BMG), Kabupaten Lombok Utara tergolong daerah yang beriklim tropis dengan temperatur berkisar 23,1 derajat Celcius dengan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Juli-Agustus 32,9 derajat celcius dan terendah pada bulan April yaitu 20,9 derajat celcius.

Ditinjau dari keadaan geografisnya Kabupaten Lombok Utara terbagi menjadi: Daerah Pegunungan, yaitu gugusan pegunungan yang membentang dari Kecamatan Bayan sampai Kecamatan Pemenang. Gugusan pegunungan ini merupakan sumber air sungai yang mengalir kewilayah-wilayah daratan dan bermuara disepanjang pesisir pantai.
Daerah berbukit-bukit diwilayah Kecamatan Bayan, Kayangan dan Gangga dan sebagian dataran rendah terdapat diwilayah Kecamatan Gangga, Tanjung dan Pemenang.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Luas tanah yakni seluas 62.928 Ha, sebagian besar merupakan tanah kering yakni 47.653 Ha (75,7 %), tanah sawah 7.449 Ha (11,8 %), penggunaan untuk bangunan/pekarangan seluas 2.285 Ha (3,7 %) dan penggunaan lainnya seluas 5.541 Ha (8,8 %).   

Tabel 2.3.  Luas Tanah Di Kabupaten Lombok Utara Dirinci menurut Penggunaan Lahan dan Kecamatan

	Kecamatan
	Penggunaan Lahan (Ha)
	Jumlah

	
	Tanah Sawah
	Tanah Kering
	Bangunan/
Pekarangan
	Lainnya
	

	Tanjung
	721
	5.273
	444
	87
	6525

	Pemenang
	405
	3.818
	277
	61
	4561

	Gangga
	1.171
	9.980
	226
	628
	12005

	Kayangan
	2.740
	5.646
	942
	1.532
	10860

	Bayan
	2.412
	22.936
	396
	3.233
	28977

	Total
	7.449
	47.653
	2.285
	5.541
	62.928



Gambar 2.
Grafik Proporsi Penggunaan Lahan di Kabupaten Lombok Utara

	









Besarnya proporsi lahan kering ini mengandung tantangan yang cukup besar dalam pengelolaannya agar dapat menghasilkan produktivitas yang optimal.

2.2. KEPENDUDUKAN, SOSIAL DAN BUDAYA.

	Dari aspek demografi, jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Utara berdasarkan pencacahan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Utara sementara adalah 199.904 orang, yang terdiri atas 98.623 laki-laki dan 101.281 perempuan. Dari hasil SP 2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Lombok Utara masih bertumpu di kecamatan Bayan yakni sebesar 22,30 %, kemudian diikuti oleh kecamatan tanjung sebesar 22,29 % dan kecamatan Gangga sebesar 20,47 %.
Dengan luas wilayah Kabupaten Lombok Utara sekitar 809,53 Km2 yang didiami oleh 199.904 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lombok Utara adalah sebanyak 247 orang /Km2. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah kecamatan Tanjung yakni sebanyak 550 orang/Km2 sedangkan yang paling rendah adalah kecamatan Bayan yakni sebanyak 135 orang/Km2.

Tabel  2.4. Penduduk Menurut Kecamatan  di Kabupaten Lombok Utara 2010
	Kecamatan
	Laki-laki
	Perempuan
	Jumlah
	Rasio Jenis Kelamin

	Pemenang
	16.453
	16.003
	32.456
	102,81

	Tanjung
	21.996
	22.565
	44.561
	97,48

	Gangga
	19.931
	20.983
	40.914
	94,99

	Kayangan
	18.314
	19.087
	37.401
	95,95

	Bayan
	21.929
	22.643
	44.572
	96,85

	Total
	98.623
	101.281
	199.904
	97,38



a. Di bidang sosial dan budaya, pembangunan yang selama ini dilaksanakan telah menunjukkan berbagai kemajuan dan perkembangan seperti dipahaminya keragaman, perbedaan pendapat dan bagaimana mengatasi konflik di masyarakat melalui musyawarah dan bukan dengan kekerasan. Gangguan keamanan secara umum masih dalam tingkat terkendali, meskipun demikian terdapat perkembangan upaya perusakan lingkungan. 
b. Didalam perwujudan pelestarian budaya lokal, sejauh ini telah dikembangkan model pembangunan partisipatif yang mengutamakan penyelesaian masalah dan tantangan pembangunan melalui asset  dan potensi masyarakat setempat. Wujudnya antara lain awig – awig, gerakan jum’at bersih,  dan lain sebagainya, namun demikian upaya untuk mengakomodir karakteristik lokal tersebut belum optimal karena cepatnya perkembangan informasi global dan kuatnya dominasi kebijakan / program nasional.
c. Pemberdayaan perempuan pada beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup berarti dengan aktifnya keterlibatan berbagai unsur baik pemerintah, LSM, Yayasan keagamaan dan para politisi didalam melakukan kampanye pengarusutamaan gender. Namun demikian kualitas hidup kaum perempuan dan anak-anak masih relatif rendah yang ditandai dengan tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.
d. [image: IMG_2595]Salah satu kekayaan budaya Lombok Utara adalah kesenian berupa tari-tarian, ukiran, kerajinan (hand made) dan musik tradisional yang selama ini menjadi modal dari sektor pariwisata. Namun demikian, sejauh ini aset budaya tersebut belum secara optimal dikembangkan sebagai suatu industri yang mampu mengangkat perekonomian daerah maupun kesejahteraan para pelakunya.
a. Dibidang kehidupan beragama, kesadaran melaksanakan ritual ibadah telah berkembang di Lombok Utara sebagai daerah yang religius. Begitu pula dengan keharmonisan antar umat beragama masih tetap terjaga dan terjalin dengan penuh toleransi. Namun demikian permasalahan kehidupan justru terjadi di dalam kehidupan intern seperti perbedaan pendapat dan kepentingan dan hal ini sering menimbulkan konflik sosial dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
2.3. SUMBER DAYA MANUSIA
a. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan langkah penting mengingat SDM merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk dan pengembangan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas melalui pengembangan investasi sosial dibidang pendidikan, pemberdayaan dan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2008 penduduk Kabupaten Lombok Utara berjumlah sekitar 207.998. Dari jumlah tersebut 76 % diantaranya adalah penduduk usia kerja (usia 15 – 64 tahun), maka dari segi jumlah usia produktif, sumber daya manusia Kabupaten Lombok Utara cukup memiliki peluang untuk lebih berkembang, namun demikian IPM Lombok Utara  masih sangat rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota  di Provinsi NTB.
b. Menurut hasil perhitungan IPM yang diterbitkan oleh BPS Provinsi NTB, IPM Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2009 mencapai indeks 58,4 merupakan indeks terendah di Provinsi NTB yang memiliki rata-rata indeks 64,7. Secara rinci nilai indeks tersebut merupakan komposit dari Angka Harapan Hidup sebesar 60,2 tahun, Angka Melek Huruf  penduduk usia 15 tahun ke atas tahun sebesar 71,0 persen, rata – rata lama sekolah 4,9 tahun dan pendapatan rata – rata masyarakat yang dihitung berdasarkan paritas daya beli sebesar 611.700 rupiah.
c. Derajat kesehatan masyarakat Lombok utara sejauh ini telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Balita dan meningkatnya Usia Harapan Hidup. Namun demikian, hingga saat ini Kaupaten Lombok Utara masih dihadapkan dengan masalah kurang gizi pada balita dan masih banyaknya pertolongan melahirkan melalui non medis (dukun).
d. Derajat pendidikan penduduk Lombok Utara mengalami peningkatan yang antara lain diukur dengan meningkatnya Angka Melek Aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan jenjang SMP / MTS dan meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah untuk semua kelompok usia, namun perlu diakui bahwa masih banyak penduduk Kabupaten Lombok Utara yangmiskin yang belum mampu menamatkan sekolah pada jenjang SMA.
e. Sejauh ini tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan angka 69,82 %. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor riil. Namun demikian hal tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja baik yang formal maupun non formal. Salah satu alternatif yang selama ini ditempuh oleh masyarakat adalah berusaha menjadi tenaga kerja di luar negeri (TKI / Nakerwan). Hingga akhir tahun 2008 jumlah tenaga kerja asal Lombok Utara yang bekerja di luar negeri sebanyak 1.413 orang, namun harus diakui bahwa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri menemui banyak masalah seperti kasus tenaga kerja illegal ataupun tindak kekerasan terhadap tenaga kerja wanita oleh majikan.
2.4. 	EKONOMI

a. Gambaran kondisi ekonomi daerah pada tahun-tahun sebelumnya menjadi data dasar untuk  memetakan posisi daerah guna mengambil tindakan yang paling tepat dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri dan mencapai sasaran pembangunan yang direncanakan.
 	Kondisi perekonomian Kabupaten Lombok Utara selama kurun waktu tahun 2008-2009 menunjukkan keadaan yang cukup stabil ditunjukkan dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 tercatat sebesar 1.259.122,89 juta rupiah  meningkat sebesar 11,87 % dibandingkan dengan nilai PDRB tahun 2008 yang mencapai 1.125.475,76 juta rupiah.  Demikian pula dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2009 yang mencapai 620.117,49 juta rupiah yang juga mengalami peningkatan sebesar 4,97 % jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2008 yang besarnya 590.778,04 juta rupiah. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dengan laju peningkatan PDRB atas dasar harga konstan selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 juga meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2008.  Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku mampu mengimbangi laju inflasi yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Hal ini sejalan dengan data laju inflasi selama tahun 2009 menunjukkan perkembangan yang baik yaitu menurun dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya.  	Jika dilihat dari 9 (sembilan) sektor yang membangun struktur ekonomi, struktur ekonomi Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2009 masih didominasi sektor pertanian yang memberikan kontribusi 45,47 % lebih terhadap nilai PDRB, disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 17,75 % dan sektor bangunan yang mencapai 9,70 %. 	Secara rinci nilai PDRB untuk setiap lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi disajikan pada tabel-tabel berikut.





Tabel 2.5.
Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Tahun 2005 – 2009

	Indikator
	2005
	2006
	2007
	2008*
	2009**

	1. Pertumbuhan ekonomi (%)
	2,77
	4,60
	5,00
	4,09
	4,97

	2. Inflansi (%)
	12,41
	7,33
	8,19
	9,25
	6,58

	3. PDRB Perkapita ADH Berlaku (Rp)
	4.017.311
	4.258.790
	4.758.042
	5.276.492
	5.773.860

	4. PDRB Perkapita ADH Konstan (Rp)
	2.675.249
	2.642.289
	2.728.579
	2.769.705
	2.843.623


Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Barat
Keterangan	: Tahun 2005 – 2008 Angka Hasil pemecahan Kabupaten Lombok Barat
	 *) Angka Sementara  **) Angka Sangat Sementara


Tabel 2.6.
PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Utara
 Tahun 2005 – 2009

	No.
	Tahun
	PDRB 
(Juta Rupiah)
	Laju Pertumbuhan (%)

	
	
	Adh Berlaku
	Adh Konstan’00
	Adh Berlaku
	Adh Konstan’00

	1.
	2005
	776.016,01
	516.772,45
	15,59
	2,77

	2.
	2006
	871.229,22
	540.538,42
	12,27
	4,60

	3.
	2007
	989.663,25
	567.539,07
	13,59
	5,00

	4.
	2008*)
	1.125.475,76
	590.778,04
	13,72
	4,09

	5.
	2009**)
	1.259.122,89
	620.117,49
	11,87
	4,97


Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Barat
Keterangan  	: Tahun 2005 – 2008 Angka Hasil pemecahan Kabupaten Lombok Barat
		*) Angka Sementara  **) Angka Sangat Sementara







Gambar 3.
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga  Konstan’00 
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005-2009



Tabel 2.7
Kontribusi Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005 – 2009 (%)

	Sektor
	2005
	2006
	2007
	2008*
	2009**

	1. Pertanian
	47,51
	46,89
	47,18
	46,53
	45,47

	2. Pertambangan dan Penggalian
	2,31
	2,36
	2,40
	2,46
	2,62

	3. Industri Pengolahan
	1,20
	1,16
	1,12
	1,10
	1,07

	4. Listrik, Gas dan Air
	0,35
	0,36
	0,38
	0,39
	0,39

	5. Bangunan
	8,58
	8,54
	8,65
	9,08
	9,70

	6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
	17,44
	17,57
	17,71
	17,75
	17,75

	7. Pengangkutan dan komunikasi
	7,81
	8,19
	7,79
	7,66
	7,14

	8. Keuangan,persewaan dan jasa perusahaan
	5,24
	5,31
	5,30
	5,27
	5,20

	9. Jasa-jasa
	9,57
	9,62
	9,48
	9,76
	10,66

	PDRB
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Barat
Keterangan  : Tahun 2005 – 2008 Angka Hasil pemecahan Kabupaten Lombok Barat
	*) Angka Sementara  **) Angka Sangat Sementara


Gambar 4.
Grafik Kontribusi Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB atas Dasar Harga Berlaku  
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005-2009



b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok utara secara resmi terpisah dengan APBD Kabupaten Lombok Barat dimulai pada APBD Tahun 2009. APBD kabupaten Lombok Utara pada tahun 2009 yakni sebesar Rp. 210 Milyar lebih, tahun 2010 sebesar Rp. 338 Milyar lebih atau naik sebesar 60,95 % dan bila dibandingkan dengan pengalokasian anggaran terhadap 5 (lima) Kecamatan lombok Utara yang sebelumnya menjadi bagian dari kabupaten lombok Barat terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan  APBD Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2010 sangat berarti dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Lombok Utara. Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah pada saat ini masih belum optimal mengingat sumber-sumber pendapatan masih belum teridentifikasi dan dioptimalkan pemungutannya mengingat data potensial yang ada masih butuh klarifikasi dengan Kabupaten lombok Barat.
 	Pada tahun 2009 PAD Kabupaten Lombok Utara adalah sebesar 10,68  Milyar dan pada tahun 2010 ditargetkan sebesar 14 Milyar atau naik sebesar  90,45 %. Dari sisi belanja untuk tahun 2009 dialokasikan 80,90 % untuk Belanja Tidak Langsung dan 19,10 % untuk Belanja Langsung. Sedangkan pada taun 2010 dialokasikan untuk belanja tidak langsung 44,5 % dan belanja langsung sebesar 55,5 %.  
c. Kabupaten Lombok Utara masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk miskin yang masih tinggi. Kriteria penduduk miskin yang digunakan dalam hal ini adalah seseorang yang pengeluaran perkapita per bulannya dibawah garis kemiskinan yang disetarakan dengan 2.100 kalori / hari. Pada tahun 2010 berdasarkan  survey BPS ternyata angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara mencapai 43,14 %.
d. Sejauh ini perekonomian Kabupaten Lombok Utara mengandalkan sektor pertanian sebagai penampung tenaga kerja dan mata pencaharian masyarakat. Sekitar 67 % dari penduduk miskin hidup dari sektor pertanian dengan status buruh tani ataupun petani gurem.  Masyarakat miskin yang mendominasi sektor pertanian tersebut masih dihadapkan pada masalah rendahnya kualitas SDM, terbatasnya pemilikan lahan, banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki aset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, belum tercukupinya pelayanan publik, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat dan ketidakberdayaan dalam mekanisme pasar.
e. Salah satu sektor yang diandalkan untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan daerah adalah sektor pariwisata. Keindahan alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten Lombok Utara merupakan potensi untuk mendatangkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Hingga saat ini Kabupaten Lombok Utara memiliki 10 objek wisata alam dan 8 objek wisata sejarah / budaya. Akan tetapi sektor ini sangat rentan dengan isu keamanan, terorisme dan kondusifitas politik tanah air. Berbagai kejadian seperti kerusuhan 171 tahun 2000, bom bali I dan II serta isu SARA dan flu burung, flu babi telah menurunkan citra pariwisata secara signifikan. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lombok pada umumnya dan mengakibatkan banyaknya usaha baik formal dan informal dibidang kepariwisataan yang gulung tikar.
f. Tingkat pengangguran dari tahun ke tahun meningkat. Untuk tahun 2008 misalnya, tingkat kesempatan kerja dibidang pertanian hanya 42,61 persen sedangkan kesempatan kerja disektor listrik dan konstruksi hanya sekitar 5 %. Sektor keuangan merupakan sektor dengan kesempatan kerja terendah yakni kurang dari 0,5 %. Sektor jasa dan sektor industri selama 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan negatif, artinya tidak ada penambahan kesempatan kerja secara absolut dan relatif pada kedua sektor tersebut.

2.5. 	PEMERINTAHAN DAERAH

a. [image: DSC04833]Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 41  tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melakukan pembentukan organisasi yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 yang berlaku hingga sekarang. Dalam hal ini, penataan birokrasi di Kabupaten Lombok Utara mutlak dilakukan secara sistematis dan terpadu, dengan disertai oleh standarisasi sistem prosedur dan koordinasi antar instansi untuk pelayanan publik.
   
b. Untuk melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memiliki 2.550 PNS pada tahun 2009. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.389 orang merupakan PNS Guru dan 1.161 orang merupakan PNS Non Guru. Selain itu, Kabupaten Lombok Utara juga dihadapkan pada kurangnya tenaga kesehatan yang mencakup dokter, dokter spesialis, dokter gigi, perawat dan bidan desa.
c. Otonomi Daerah merupakan peluang bagi terjadinya perubahan perilaku aparatur pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk menjadi lebih efisien dan profesional. Saat ini, Pemerintah  Kabupaten lombok Utara baru memasuki tahap awal penataan birokrasi dan akan terus melakukan evaluasi dan melakukan perekayasaan  terhadap birokrasi yang  dijalankan. Hal tersebut karena pada saat ini dan dimasa yang akan datang pemerintah (pusat dan daerah) akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun internal masyarakatnya. Dari sisi eksternal, pemerintah Kabupaten Lombok Utara akan menghadapi globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja dan budaya. Disisi internal, pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat yang semakin banyak tuntutan.
d. Implikasi dari perkembangan pelaksanaan otonomi daerah di Lombok Utara adalah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik, murah, mudah dan cepat. Selain tuntutan akan layanan publik, permasalahan sosial dan pembangunan yang kompleks juga kerap muncul. Dalam perkembangannya kondisi ini akan menjadi masalah administratif tersendiri bagi pemerintah daerah. Selain harus menyediakan berbagai layanan publik dengan kualitas prima, maka pemerintah daerah memerlukan suatu sistem yang mampu membantu penyelesaian berbagai tugas-tugas pemerintahan secara lebih cepat dan lebih baik dengan melakukan transparansi, kepastian dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. 
Saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Utara harus mulai berbenah dengan menyiapkan sistem layanan online. Namun, yang mana saat ini baru sebatas membangun website atau membuka saluran informasi melalui email. Selain itu, pengembangan e-goverment ini juga diarahkan pada pengelolaan keuangan dan kepegawaian daerah. Namun demikian, implementasi e-goverment ini belum sepenuhnya optimal mewujudkan transparansi dan efisiensi pemerintahan karena belum diaplikasikan ke berbagai bidang kewenangan ataupun aspek pelayanan publik dan baru dipandang sebagai tugas SKPD saja.

2.6. POLITIK

a. Pertumbuhan kekuatan masyarakat sipil (civil society) di Kabupaten Lombok Utara merupakan komponen strategis dalam rangka  (1) memobilisasi dan menyatukan kepentingan, perhatian dan kebutuhan masyarakat atau bagian - bagiannya, dan untuk menyampaikannya kepada para pemegang kekuasaan atau wakil – wakil partai politik; (2) membantu pemantauan dan pengendalian lembaga – lembaga publik serta pelaksanaan Undang – Undang dan peraturan – peraturan; dan (3) memediasi antar kepentingan – kepentingan sosial, agama dan budaya yang bertentangan, merekonsiliasi konflik dan menemukan resolusi – resolusi konflik yang konstruktif dan berkelanjutan. Masyarakat sipil di Kabupaten Lombok Utara merupakan kekuatan utama dalam upaya menciptakan mekanisme chek and balance, terwujudnya good goverment, distribusi kekuasaan yang sehat dan fair, akuntabilitas pemerintahan, tegaknya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta struktur dan budaya politik yang demokrasi, adil dan berorientasi kepada masyarakat luas. Namun demikian hingga saat ini tumbuhnya kekuatan masyarakat sipil masih terkendala oleh belum berkembangnya sistem informasi dan komunikasi, belum berdayanya masyarakat terutama yang tinggal di wilayah – wilayah yang terpencil dan hidup di bawah standar kemiskinan, selain itu juga belum mampu diaskesnya nilai – nilai keterbukaan, kebebasan dan pemerataan dalam lingkup global.
b. Berkenaan dengan Pemilu, keberhasilan yang telah dicapai adalah telah dilaksanakannya Pemilu langsung anggota DPR, DPRD dan DPD serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara aman, jujur dan demokratis pada tahun 2009 ini.
c. Pada tanggal 7 Juni 2010 Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lombok Utara telah melaksanakan Pemilu-Kada pertama untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara Aman, Jujur dan Demokratis.
d. Pada tanggal 02 Agustus 2010 telah dilantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih H. Djohan Sjamsu, SH dan H. Najmul Ahyar, SH, MH.

2.7. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Luas wilayah Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari wilayah darat seluas 809,53 km2 dan perairan seluas 2.478 km2 yang dikelilingi garis pantai sepanjang 125,00 km serta pulau – pulau kecil (gili) sebanyak 3 buah, yang terbentang dari utara ke timur dengan batas wilayah sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan Kab. Lombok Barat dan Lombok Tengah, sebelah timur Kabupaten Lombok Timur, dan sebelah barat Selat Lombok dan Kab. Lombok Barat yang terbagi didalam 5 (lima) Kecamatan. 
b. Penerapan pinsip – prinsip yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan kedalam kebijakan dan peraturan daerah. Prinsip – prinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik dan berdasarkan pada asas partisipasi, tranparansi dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Utara masih dirasakan belum optimal, tingkat perusakan alam seperti penambangan liar bahan galian golongan C seperti pasir dan batu apung, terumbu karang, pembalakan kayu dan penebangan liar masih banyak dilakukan masyarakat.
c. Luas kawasan hutan di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2008  yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 19.879 ha; Hutan Produksi biasa seluas 11.390 ha; danHutan Produksi Terbatas seluas 5.688 ha. Dikarenakan terjadinya perambahan hutan, penebangan liar dan alih fungsi hutan, maka dari waktu ke waktu angka ini terus berkembang. Salah satu dampak langsung dari pengrusakan hutan adalah berkurangnya sumber mata air atau menurunnya debit sumber air. Sementara disisi lain, pertumbuhan perumahan baik di wilayah Kecamatan maupun Kota Kabupaten (Tanjung) menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Untuk itu perlu untuk disikapi secara serius.
d. Salah satu kekayaan yang dimiliki Kabupaten Lombok Utara adalah pulau kecil (Gili), yaitu pulau – pulau yang berada diperairan laut.  Jumlah  pulau kecil di Kabupaten Lombok Utara sebanyak 3 buah, dimana ketiga  buah pulau ini sudah berpenghuni. Ketiga Gili yang ada ini merupakan asset pariwisata yang sangat potensial bagi kabupaten Lombok utara.  
e. Penggunaan lahan  di Kabupaten Lombok Utara sangat bervariasi dengan kemiringan tanah 0 – 2 % berada disebagian Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara yaitu Kecamatan Bayan; Kayangan; Gangga, Gtanjung dan Pemenang. Sedangkan kemiringan di atas 2 % berada disebagian Kecamatan Bayan, Kayangan, gangga, Tanjung dan Pemenang. Dari jenis tanah yang ada, maka jenis tanah di Kabupaten Lombok Utara sebagian besar sangat peka terhadap erosi, namun disisi lain pembangunan jalan, infrastruktur lain maupun pertanian sering mengabaikan hal tersebut, sehingga seringkali terjadi erosi / longsor yang tentunya berpotensi membahayakan penduduk.

2.8. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Salah satu  komponen strategis yang terkait dengan pembangunan bidang infrastruktur di Kabupaten Lombok Utara  ke depan adalah :    ketersediaan sarana prasarana publik. 

a. Energi listrik merupakan sumber tenaga baik untuk penerangan maupun keperluan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh segenap lapisan masyarakat.  Kebutuhan energi listrik, khusus untuk Lombok Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, kemampuan PLN untuk menyediakan energi listrik hanya mampu sekitar 60 % diwilayah kota kecamatan dan 25 % untuk wilayah Desa/Dusun, sehingga sulit bagi penduduk yang mengajukan permintaan layanan sambungan listrik. Terkait dengan isu energi listrik, Kabupaten Lombok Utara telah berkomitmen ke depan untuk :  mengembangkan  energi alternatif  seperti pemanfaatan  energi surya, energi air,  dan energi angin, dan diharapkan akan bekerjasama dengan pihak swasta seperti yang sedang dilaksanakan pada tahun 2010 yakni pembangunan energi listrih tenaga mikro hidro di Gangga, demikian pula dengan potensi-potensi lainnya akan terus dikembangkan. 
b. Keberadaan prasarana dan sarana telekomunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting guna melancarkan arus komunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat,  kegiatan / kejadian diseluruh belahan dunia dapat segera diinformasikan ke wilayah lainnya melalui berbagai media cetak maupun elektronik (termasuk internet) begitu pula halnya dengan Kabupaten Lombok Utara. Namun demikian, ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi menjdi masalah dan kendala, khususnya bagi penduduk pedesaan. Hanya 11 % rumah tangga yang memiliki telepon rumah, sedangkan pengguna internet masih dibawah 1 %.
c. Sarana air bersih merupakan kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh semua warga masyarakat. Oleh karena itu ketersediannya dalam jumlah yang memadai disetiap wilayah merupakan suatu hal yang sangat mutlak. Di Kabupaten Lombok Utara, cakupan penyediaan dan pelayanan air bersih belum dapat menjangkau  ke seluruh wilayah. Sampai dengan tahun 2009, persentase rumah tangga menurut sumber air minumnya adalah sebagai berikut : leding 15,75 %; pompa 1,25 %; sumur terlindungi 31,42 %; sumur tak terlindungi 3,20 % dan lainnya      48,38 %.  
d. Ketersediaan sarana dan prasarana jalan sangat diperlukan guna memperlancar arus distribusi barang (sarana produksi dan hasil produksi) serta mobilitas penduduk sehingga dapat mendukung pergerakan roda perekonomian masyarakat.  Selain jalan, sarana transportasi yang layak diperhatikan adalah sarana angkutan umum, baik darat maupun laut. Hampir 60 persen kondisi angkutan umum yang melayani rute antar Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara memprihatinkan. Disamping umur kendaraan yang cukup tua, juga tidak didukung dengan perawatan yang memadai. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang cukup kondusif, jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan pada beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan yang sangat signifikan adalah jumlah sepeda motor yakni sekitar 20 % per tahun. Namun demikian, pertumbuhan jumlah kendaraan tersebut tidak diikuti dengan kapasitas jalan. Hampir sepertiga jalan di Kabupaten Lombok Utara dalam kondisi rusak (tidak mantap), sedangkan sisasnya (42 %) dalam kondisi sedang dan hanya 28 % dalam kondisi baik,  hal ini dikarenakan kemampuan anggaran daerah yang terbatas.   
e. Pasar merupakan salah satu infrastruktur perekonomian yang strategis di Kabupaten Lombok Utara. Pasar – pasar yang tersebar di tiap – tiap Kecamatan adalah tempat dimana hasil bumi wilayah Lombok Utara maupun dari daerah lain diperdagangkan, sehingga keberadaannya sangat penting dalam menunjang perekonomian masyarakat Lombok Utara.  Seiring dengan perkembangan saat ini Pemerintah akan melaksanakan pembangunan pasar pasar tradisionil dan pasar umum khusunya di wilayah Kota Tanjung dan Pemenang serta Bayan.
f. [image: DSC00077]Salah satu upaya yang akan dan telah dilakukan saat ini adalah perluasan kapasitas infrastruktur perkotaan Tanjung sebagai pusat pemerintahan dengan menitik beratkan pembangunan perkantoran, pemukiman dan sarana perkotaan lainnya. Selain itu pembangunan infrastruktur juga diarahkan pada infrastruktur dasar, infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan atau melayani antar Kecamatan dan Desa.  
g. Pembangunan dibidang penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Lombok Utara selama ini dititik beratkan pada upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan dan sanitasi dasar yang berkualitas, efisien, dengan harga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas air permukaan yang dipergunakan sebagai air baku bagi air minum.
 
2.9. KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

a. Kondisi kamtibmas atau gangguan keamanan secara umum masih dalam tingkat terkendali, meskipun demikian terdapat perkembangan variasi kejahatan, seperti upaya perusakan lingkungan dan Illegal loging. Berbagai gangguan keamanan di wilayah Lombok Utara tersebut dapat diimbangi dengan penanganan oleh penegak hukum sehingga dapat memberikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan. Sejauh ini beberapa konflik sosial yang terjadi adalah terkait dengan kepentingan dan penyalahgunaan hak dan kewajiban. Untuk kriminalitas murni, kasus yang banyak terjadi di wilayah Lombok Utara pada beberapa waktu  terakhir adalah illegal logging.
b. Salah satu hal yang perlu diwaspadai di Kabupaten Lombok Utara  adalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Penyalahgunaan narkoba yang selama ini erat kaitannya dengan daerah wisata dikhawatirkan meluas ke masyarakat biasa dan bahkan ke lingkungan pelajar/sekolah. Hal ini sangat memerlukan dukungan berbagai pihak untuk mengatasinya.
c. Sebagai salah satu Kabupaten yang berada pada zona gempa dan tsunami, Kabupaten Lombok Utara dihadapkan pada kondisi siap tanggap darurat. Selama ini sering dilakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika untuk melakukan sosialisasi tentang kemungkinan gempa dan tsunami, selain itu juga disiapkan tim siaga bencana alam oleh Pemerintah Daerah, namun langkah ini belum sepenuhnya optimal dan membutuhkan peningkatan dalam hal sarana dan prasarana, kesiapan SDM dan dana yang memadai.

2.10. WILAYAH DAN TATA RUANG

a. [image: G:\1.KEMEN PU\PETA RTRW\POLA, STRUK,KSK\Pola Ruang .bmp]Penataan ruang (Penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah) Kabupaten Lombok Utara disusun pada tahun 2009 dan akan di perdakan pada tahun 2010. Diharapkan keberadaan Dokumen tata Ruang  akan menjadi dokumen yang mengarahkan  penentuan kebijakan dan perencanaan. Sebagai dampak dari kurangnya pemahaman akan pentingnya rencana tata ruang sebagai payung (document regulator/policy umbrella) kebijakan untuk perencanaan pembangunan akan  terlihat pada kurang terintegrasinya perencanaan tata ruang ke dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek , menengah, maupun panjang.
b. Alokasi ruang untuk fasilitas dan utilitas wilayah diharapkan dapat terdistribusi secara merata, sehingga trend arah pengembangan spatial lebih teraglomerasi pada pusat-pusat eksisting. Diharapkan  pola dan struktur ruang yang sudah diformulasikan dalam dokumen-dokumen perencanaan tata ruang akan  terarah. Implikasi dari pola ruang yang terarah adalah pada kelancaran sistem transportasi terutama pada zona-zona ruang untuk fasilitas publik.
c. Konsistensi pengembangan tata ruang wilayah diharapkan dapat menyeimbangkan perkembangan kecamatan di bagian timur-tengah-barat. Kondisi ini akan memberikan kejelasan fungsi setiap kota kecamatan atau bahkan fungsi kota kabupaten, sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan skala pelayanan antar kota pada periode yang berbeda.
 
2.11. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK)

a. Kondisi pengembangan ilmu pengetahuan di Kabupaten Lombok Utara masih dalam taraf normatif dan formal pada lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini terlihat dari masih lemahnya inisiatif, inovasi dan kreatifitas dari masyarakat dan pemerintah untuk lebih meningkatkan tingkat kegunaan ilmu pengetahuan, terutama dalam tataran praktis. Oleh karena itu dibutuhkan stimulasi dari lembaga-lembaga penelitian formal  ditingkat lokal  untuk dapat menggali dan meningkatkan kebermanfaatan ilmu pengetahuan pada materi lokal yang tersedia untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Utara.
b. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi di Kabupaten Lombok Utara masih belum optimal. Hal ini masih minimnya penguasaan dan kesadaran untuk menggunakan teknologi tersebut.

BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN 
KERANGKA PEMBIAYAAN

Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004, kebijakan otonomi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, akuntansi, dan pengawasan. Serangkaian perubahan tersebut mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan konsep money follow function, yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Konsep itu sendiri mengandung tiga elemen yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publiknya, yaitu: (i) secara ekonomis dapat memimimalisir input resources yang digunakan; (ii) efisiensi mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang minimal (output/input); dan (iii) efektifitas mencapai target yang ditetapkan (outcome/output).
Penganggaran yang sesuai kemampuan keuangan daerah, diarahkan dan dikelola berasaskan: (i) fungsi otorisasi, sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; (ii) fungsi perencanaan, menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; (iii) fungsi pengawasan, menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; (iv) fungsi alokasi, mengarahkan anggaran daerah untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian; (v) fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; (vi) fungsi stabilisasi, menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan perekonomian daerah.
Berdasarkan sejumlah fungsi tersebut, penyusunan pendapatan dan belanja daerah 2011-1015, harus merujuk kepada sejumlah norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut meliput:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah: merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.
2. Disiplin Anggaran: program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan Aggaran: pendapatan pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib meangalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. Efisiensi dan efektifitas anggaran: dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejateraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.
 Tuntutan Akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah tidak hanya melakukan vertical reporting, tetapi lebih penting dari pada itu juga melakukan harizontal reporting sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.  Bentuk pertanggungjawaban publik meliputi beberapa hal  mendasar yaitu akuntabilitas regulasi daerah, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.
Akuntabilitas regulasi daerah terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas proses terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan sumberdaya publik. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan feasible dan reliable, serta apakah pemerintah daerah telah mempertimbangakan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap kebijakan politik yang diambil pemerintah dan lembaga legislatif.
Bertitik tolak dari norma dan prinsip anggaran tersebut, maka kebijakan anggaran baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Kesenjangan anggaran fiskal berupa difisit antara pendapatan dan belanja terjadi pada tahun 2010. Besarnya  masih berada dibawah batasan ambang yang diperkenankan perundang-undangan.  
2. Alokasi anggaran daerah periode 2009 - 2010 berdasarkan perbandingan antara belanja  langsung dan belanja tidak langsung. Perbandingan ini merupakan indikator mengukur keberpihakan anggaran pemerintah daerah terhadap kepentingan pelayanan masyarakat.
Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal yang dipergunakan mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten. Adapun kewenangan pemerintah Kabupaten  meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
Agar perekonomian pemerintah daerah tidak sekedar tumbuh, tetapi dapat mengakomodasi masa depan sesuai dengan perubahan yang terjadi pada aspek lingkungan, maka strategi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara 2010-2015 dalam mengatasi permasalahan penganggaran adalah :
1. Peningkatan penerimaan daerah, khususnya PAD.
2. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pada sisi pengeluaran.
3. Peningkatan kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta khususnya dalam penyediaan infrastruktur.
Dengan strategi ini, kemampuan daerah dalam penyediaan fasilitas pelayanan umum dan infrastruktur lainya diharapkan akan meningkat. Hasil akhirnya, pemerintah daerah akan dapat menarik investasi dalam maupun luar negeri, yang berdampak terhadap peningkatan kemakmuran masyarakat dan mempertajam daya saing daerah.

3.1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi utamanya melayani masyarakat melalui pelimpahan kewenangan yang meliputi aspek politik, administratif maupun fiskal. Khusus dalam aspek keuangan, seperti yang tertuang dalam penjelasan UU  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) yang dibantu lembaga berupa badan, dinas, kantor dan UPTD. Kepala Satuan Kerja bertindak sebagai Chief Operation Officer (COO). Prinsip pemisahan ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya checks and balances serta mendorong peningkatan profosionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.
Inti dari pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
Pembiayaan dapat dikatagorikan sebagai kegiatan investatif berdimensi waktu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Mengngat kemampuan keuangan daerah untuk investasi masih sangat terbatas, maka kebijakan pembiayaan sebaiknya diorientasikan pada hal-hal yang bersifat realistis dalam bentuk deposito berjangka dengan lama waktu yang disesuaikan dengan cash flow pendapatan dan pengeluaran belanja serta kegiatan lain yang memiliki tingkat resiko rendah.

3.2. BIDANG PENDAPATAN DAERAH  
Keuangan daerah terdiri dari pendapatan dan belanja daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin dari proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Sebelum menentukan arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan kebijakan umum anggaran lima tahun yang akan datang, maka perkembangan struktur pendapatan dan belanja perlu dibahas.
Pendapatan daerah terdiri dari Pendapat Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.Dana perimbangan merupakan transfer pemerintah kepada daerah yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, Dana ALokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
A. Gambaran Pendapatan Daerah 2009 -2010
Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara selama kurun waktu 2009 seluruhnya berjumlah Rp 223.433.988.146,15, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 10.628.475.538,40, dana perimbangan Rp 187.020.700.220,00, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 25.784.812.387,75, Jelas terlihat dari komposisi pendapatan daerah tersebut ketergantungan daerah terhadap penerimaan dari pemerintah masih cukup besar.
Tabel 3.1
Target dan Realisasi  Pendapatan Daerah Kab. Lombok Utara Tahun 2009-2010

	URAIAN
	2009
	2010

	
	Target
	Realisasi
	Target

	PENDAPATAN
	210.092.881.135,00
	223.433.988.146,15
	358.523.232.109,47

	A. PENDAPATAN ASLI DAERAH
	6.863.084.164,40
	10.628.475.538,40
	14.000.000.000,00

	a. Pajak Daerah
	4.636.584.164,40
	6.693.550.312,00
	8.440.000.000,00

	b. Restribusi Daerah
	725.500.000,00
	1.598.972.069,40
	1.218.195.000,00

	c. Hsl Perus. Mlk Daerah dan Hsl Pengel.Kekay. Daerah yg Sah
	
	
	

	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	1.501.000.000,00
	2.335.953.157,00
	2.841.805.000,00

	B. DANA PERIMBANGAN
	180.145.785.760,00
	187.020.700.220,00
	290.271.596.409,00

	a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
	14.231.369.760,00
	21.106.284.220,00
	25.927.229.409,00

	b. Dana Alokasi Umum
	162.614.416.000,00
	162.614.416.000,00
	229.576.967.000,00

	c. Dana Alokasi Khusus
	3.300.000.000,00
	3.300.000.000,00
	34.767.400.000,00

	d. Lain-lain
	
	
	

	LAIN2 PENDAPATAN YANG SAH
	23.084.011.210,60 
	25.784.812.387,75
	54.251.635.700,47

	Hibah
	15.500.000.000,00
	11.000.000.000,00
	9.000.000.000,00

	Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Pemda lainnya
	2.265.883.210,60
	8.966.684.387,75
	8.410.179.700,47

	URAIAN
	2009
	2010

	
	Target
	Realisasi
	Target

	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	
	
	31.588.856.000,00

	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemda Lainnya.
	5.318.128.000,00
	5.818.128.000,00
	5.252.600.000,00


Sumber  :  DPPKAD Kab. Lombok Utara. 
 
Berdasarkan gambaran tersebut diatas, maka kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pertama, peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah yang sudah ada dengan program pendukung peningkatan penerimaan daerah, pengembangan kelembagaan dan pengembangan agribisnis. Kedua, penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan peningkatan dana pembangunan yang masuk ke Kabupaten Lombok Utara, dengan program pendukung peningkatan penerimaan daerah. Ketiga, Penggalian sumber-sumber pendapatan baru tanpa mengganggu iklim investasi yang sehat dan kompetitif.
Kebijakan diatas diharapkan akan memperbaiki kondisi awal daerah yang masih didominasi sektor pertanian kearah diversifikasi non sektor pertanian. Strategi dan prioritas pengelolaan pendapatan daerah dijalankan dengan peningkatan  PAD sekaligus mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah, intensifikasi pajak daerah, serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi dan lain-lain PAD dengan tetap memperhatikan kewenangan dan potensi keuangan daerah. Khusus untuk lain-lain PAD diharapkan ada peningkatan pendayagunaan dana Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan (APBB) yang masuk ke daerah untuk dipungut penerimaan berupa komisi, rabat, potongan dan lain-lain.
Secara khusus strategi yang diterapkan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Intensifikasi pendapatan daerah adalah upaya memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan lebih giat, ketat dan teliti yang mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan aspek personalia. Ini dilakukan dengan memperbaiki organisasi pengelolaan pendapatan daerah, menerapkan secara optimal sistem dan prosedur manajemen pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Kepmendagri Nomor 102 Tahun 1990. 
Sistem ini tidak lagi berorientasi pada  sektor atau bidang pungutan tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi dalam organisasi pendapatan daerah. Sistem ini diharapkan memberikan dampak kearah peningkatan PAD, karena sistem ini mendorong terciptanya peningkatan jumlah wajib pajak dan retribusi daerah, peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat waktu serta peningkatan sistem pembukuan sehingga memudahkan dalam mendata setiap tunggakan dan memudahkan penagihan.
Intensifikasi pendapatan daerah juga dilakukan melalui upaya membenahi aspek ketatalaksanaan, baik tatalaksana administrasi maupun operasional, meningkatkan upaya penagihan melalui penerapan UU Nomor 19 Tahun 2000, meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah dan meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sebagai bagian pendapatan daerah.
Sumbangan PAD Kabupaten Lombok Utara diharapkan  mengalami peningkatan selama 2009 -2010. Pada 2009 PAD menyumbangkan sebesar 4,76 persen terhadap keseluruhan penerimaan daerah. Pada tahun 2010  diharapkan kenaikan PAD mencapai 32 % dari tahun 2009. Sebagian besar PAD bersumber dari lima jenis pajak daerah.  Pada 2009 kelima jenis pajak daerah menyumbangkan hampir 62,98 persen kedalam PAD Kabupaten Lombok Utara. Selain sumbangan PAD terhadap total pendapatan daerah yang mengalami peningkatan, pertumbuhan penerimaan PAD pun selalu lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan total pendapatan daerah dari dana perimbangan.  
Persoalan masih terletak pada pengelolaan PAD yang masih lemah, seperti penetapan target yang seharusnya memperhatikan estimasi dasar, peningkatan cakupan, pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan riil per kapita, inflasi, perubahan tarif, pembangunan baru dan perubahan peraturan. Sementara ini penetapan target PAD setiap tahunnya masih berdasarkan metoda peningkatan berdasarkan persentase tertentu, padahal indikator yang paling penting adalah rasio target penerimaan dengan potensi penerimaan.
B. Kebijakan Pedapatan Daerah 2011 -2015
1. Sumber penerimaan pendapatan, khususnya pajak dan retribusi daerah diupayakan optimal dari segi hasil (yeild) berdasarkan azas kadilan (equity), memperhatikan efisiensi ekonomi, Kemampuan melaksanakan (ability to implement) dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (suitability as local revenue source). Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya pajak (tax affort) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PDRB), hasil guna (efficiency) yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak.
2. Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegaskan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Dalam usaha mencapai efesiensi ini, tiga faktor yang mengancam patut diperhatikan adalah penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, dan penipuan oleh petugas pajak. Daya guna mengukur bagian dari hasil pajak digunakan untuk menutup biaya memungut pajak yang bersangkutan.
3. Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah antara lain memperhatikan faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu kondisi awal daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan peraturan dan perundang-undangan.
4. Rencana tindakan peningkatan pendapatan daerah adalah merupakan program terencana dan terpadu untuk : a). mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada. b). mengidentifikasikan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber-sumber penerimaan daerah. Dari kedua tujuan diatas, jelas bahwa rencana peningkatan daerah ini merupakan program yang bersifat self-corrected. Hal ini berarti, selain untuk mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada (realistis), program terpadu ini juga ditujukan untuk merekomendasikan revisi pada peraturan daerah untuk mengantisipasi perubahan-perubahan.
Peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pelayanan publik membutuhkan strategi kebijakan yang tepat. Berkaitan dengan itu, arah kebijakan bidang pendapatan daerah periode 2011-2015. Ditujukan untuk :
1. Penggalian potensi Pendapatan Daerah;
2. Peningkatan partisipasi publik dalam pendapatan daerah;
3. Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
4. Optimalisasi sistem organisasi dan kelembagaan pendapatan daerah;
5. Peningkatan keterlibatan seluruh stakecholder pendapatan daerah;
6. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah;
7. Peningkatan kualitas hubungan dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait.

Upaya peningkatan pendapatan  daerah juga perlu tahapan prioritas yang meliputi :
1. Penetapan dasar hukum pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dan melakukan penyesuaian tarif untuk obyek pajak tertentu.
2. Penataan administrasi pajakdaerah dan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
3. Perumusan kebijakan umum pendapatan daerah.
4. Koordinasi konsultasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah.
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang pendapat daerah.
7. Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatan
8. Peningkatan sarana dan prasaran pelayanan
9. Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan
10. Pengembangan sumber-sumber pendapatan.
			
Beberapa strategi dalam meningkatkan pendapatan daerah yang mencakup :
1. Menyempurnakan sistem dan prosedur perpajakan dan retribusi daerah. Penyempurnaan ini merujuk kepada UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan perubahannya UU No. 34 Tahun 2000, dengan tetap memperhatikan azas keadilan, pemerataan manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan disiplin kerja, kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem administrasi.
2. Menumbuhkan kesadaran masyrakat dalam memenuhi kesadaran pembayaran baik pajak daerah maupun retribusi daerah dengan mengintensifkan penyuluhan dan teladan langsung kepada sasaran.
3. Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah serta penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan agar lebih cepat, tepat dan ringan biaya.
4. Menghitung kembali sektor-sektor kekayaan daerah, baik potensi maupun penetapan tarifnya.
5. Meningkatkan pembinaan secara terpadu dengan instansi terkait dan aparat pengelola keuangan daerah.
Menunjuk strategi diatas, kebijakan Pendapatan Daerah 2011-2015 diarahkan pada:
1. Mendorong meningkatnya pendapatan daerah ari komponen penerimaan PAD yang masih memiliki peluang dan potensi intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat.
2. Mengupayakan tercapainya laju pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 10% - 20% setiap tahun dari pencapaian tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan yang terhitung sangat optimis ini didasarkan pada trend perolehan pendapatan asli ndaerah yang cenderung naik, serta potensi sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap secara optimal.
3. Dana perimbangan diharapkan kenaikan setiap tahun adalah 15% dari realisasi tahun sebelumnya.
4. Optimalisasi dana pemerintah pusat untuk menunjang pembangunan Kabupaten lombok Utara.
5. Optimalisasi asset daerah untuk peningkatan PAD.
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Tabel 3.2
Target  Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2015
	URAIAN
	KONDISI 
AWAL 2010
	T A R G E T

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	NILAI
(Rp. Juta)
	Pendapatan Daerah
	358.523.232.109,47
	381.798.756.049,00
	405.456.681.411,00
	436.514.082.295,00
	461.952.286.409,00
	490.537.400.729,00

	
	PAD
	14.000.000.000,00
	17.500.000.000,00
	22.000.000.000,00
	27.750.000.000,00
	35.250.000.000,00
	45.000.000.000,00

	
	Dana Perimbangan
	290.271.596.409,00
	319.298.756.049,00
	338.456.681.411,00
	358.764.082.295,00
	376.702.286.409,00
	395.537.400.729,00

	
	Lain-lain Pend.DYS
	54.251.635.700,47
	45.000.000.000,00
	45.000.000.000,00
	50.000.000.000,00
	50.000.000.000,00
	50.000000.000,00

	Laju Pertumbuhan  (%)
	Pendapatan Daerah
	60,46
	6,50
	6,20
	7,64
	5,82
	6,20

	
	PAD
	31,72
	25,00
	25,70
	26,14
	27,02
	27,66

	
	Dana Perimbangan
	22,75
	10,00
	6,00
	6,00
	5,00
	5,00

	
	Lain-lain Pend.DYS
	110,40
	-17.05
	0,00
	11,11
	0,00
	00,00

	Kontribusi (%)
	Pendapatan Daerah
	
	
	
	
	
	

	
	PAD
	3,90
	4,60
	5,43
	6,30
	7,63
	9,20

	
	Dana Perimbangan
	80,96
	83,63
	83,47
	82,20
	81,54
	80,63

	
	Lain-lain Pend.DYS
	15,14
	11,77
	11,10
	11,50
	10,83
	10,17


Sumber :  Bappeda Kabupaten Lombok Utara
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3.3. BIDANG BELANJA DAERAH  
Perubahan lingkungan strategis daerah, dinamika kondisi aktual daerah dan isu-isu strategis, digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan umum keuangan daerah di dalam RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2015.
Kondisi belanja daerah Kabupaten Lombok Utara dalam APBD Tahun 2009  sesuai hasil audited BPK  terhadap Perda APBD adalah Rp 186.804.342.674,63  dengan rincian: Tahun 2009 Belanja Tidak Langsung Rp 147.340.806.863,63 dan Belanja Langsung Rp 39.463.535.811,00; Tahun 2010 Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 185.655.124.839,31, Belanja Langsung sebesar Rp 202.814.105.140,68. 
Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Karena sifatnya mengurangi asset, maka kebijakan belanja daerah antara lain harus mampu meningkatkan nilai tambah (added value) dari setiap pembelanjaan yang dilakukan, sehingga dapat menjadi lebih berdaya guna dalam pencapaian Rencana Strategis Daerah. Berdasarkan hal tersebut, belanja daerah pada periode 2011-20015 diarahkan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut :
1.	Belanja Pegawai (terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung digunakan untuk membiayai kegiatan aparatur di bidang pelayanan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, diarahkan agar lebih efisien, efektif, realistis, dan proporsional terhadap belanja langsung ( urusan wajib dan urusan pilihan);
2.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota merupakan belanja yang merupakan konsekuensi logis dari adanya penerimaan pajak daerah;
3.	Belanja Bantuan yang besarannya mempertimbangkan kemampuan keuangan Kabupaten; 
4.	Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah diarahkan penggunaannya secara proporsional, tepat guna dan akuntabel;
5.	Belanja Langsung  yang digunakan untuk membiayai program dan  kegiatan  yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan prioritas :
a. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 
b. Peningkatan Pelayanan pada wilayah potensi ekonomi; 
c. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sosial dan Ekonomi Berbasis Masyarakat; 
d. Peningkatan pembangunan infrastruktur pelayanan dasart; 
e. Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian Dalam Arti Luas; 
f. Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi Berbahan Baku Lokal Unggulan, serta 
g. Pemanfaatan SDA dalam rangka peningkatan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 
Implementasi belanja daerah pada prioritas daerah tersebut dilaksanakan dengan tidak mengabaikan sektor lainnya;
6.	Meningkatkan disiplin anggaran dengan menghindarkan setiap bentuk pembelanjaan yang tidak dianggarkan pada tahun anggaran berjalan, kecuali belanja yang disebabkan keadaan darurat sesuai ketentuan perundang-undangan dan dicantumkan dalam perhitungan anggaran.
8.	Disiplin dalam penjadualan anggaran;
9.	Disiplin pengalokasian anggaran berdasarkan karakteristik sumber penerimaan. Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai pada belanja tidak langsung dan kegiatan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana dasar.
10.	Pendapatan yang bersumber dana perimbangan pos bagi hasil pajak/bukan pajak tidak diperkenankan untuk belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa.



3.4. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
Sasaran pembangunan pengelolaan keuangan daerah selama lima tahun mendatang adalah : 
1. Meningkatnya penerimaan PAD rata-rata menjadi 80% dari potensi yang tersedia; 
2.  Meningkatnya proporsi penerimaan PAD dari total penerimaan daerah; 
3.  Meningkatnya penerimaan daerah non konvensional; 
4.  Tertibnya proses penyusunan anggaran daerah setiap tahunnya; 
5.  Menurunnya penyimpangan penggunaan anggaran daerah. 
Untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 
1. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan cara: (i) mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah, (ii) membenahi manajemen data penerimaan PAD, (iii) meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional, (iv) mengevaluasi dan merevisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah secara berkala, (v) menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi  penerimaan, (vi) mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. 
2. Menerapkan Prinsip-prinsip Pengelolaan Belanja Daerah sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003, yaitu tertib, taat pada  peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dengan cara: (i) menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, (ii) menerapkan prinsip  efisiensi dalam  penyusunan dan penetapan prioritas anggaran, (iii) menerapkan  money follow function dalam menyusun anggaran, (iv) menggunakan publik untuk menilai kinerja anggaran. 
3. Meningkatkan Pengawasan Anggaran, dengan cara: (i) mengeluarkan peraturan daerah tentang kedudukan  keuangan kepala daerah, tunjangan kepala dinas/lembaga dan honor kegiatan, (ii) mengeluarkan peraturan bupati dan keputusan Bupati sebagai implementasi peraturan daerah tentang bengelolaan milik daerah khususnya tentang fasilitas yang dapat dimiliki oleh kepala dinas/lembaga, (iii) menerapkan sistem dan pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan aturan yang ada, (iv) meningkatkan kemampuan eksekutif dan legislatif dalam menyusun dan mengawasi penggunaan anggaran.  
4. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah agar mampu memahami, mengkaji dan melaksanakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah antara lain dilakukan dengan melakukan pelatihan dan pendidikan formal. 

Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut diimplementasikan dalam program pembangunan pengelolaan keuangan daerah selama lima tahun mendatang dengan rincian sebagai berikut : 
1. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tujuan meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan PAD. 
	Kegiatan pokok dari program ini adalah : 
a. Penyusunan potensi dan rencana tindak peningkatan penerimaan PAD; 
b. Peningkatan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah; 
2. Program Peningkatan Pengelolaan Belanja dan Aset Daerah, dengan tujuan mengalokasikan belanja daerah untuk masing-masing bidang pemerintahan  berdasarkan prinsip efisiensi dan ongkos terendah. 
	Kegiatan pokok dari program ini adalah: 
a. Penetapan standar pelayanan minimum untuk masing-masing bidang pelayanan;  
b. Penyusunan Standar Anggaran Biaya (SAB); 
c. Penyusunan peraturan daerah tentang kedudukan keuangan kepala daerah, tunjangan kepala dinas/lembaga dan honor kegiatan; 
d. Penetapan standar penolakan atau penerimaan usulan kegiatan oleh SKPD; 
e. Melakukan inventarisasi dan penataan asset daerah; 
f. Menyusun neraca keuangan dan aset daerah. 
3. Program Peningkatan Pengawasan Pengelolaan Anggaran, dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan, penyimpangan, pemborosan  anggaran. 
	Kegiatan pokok dari program ini adalah: 
a. Peningkatan dan pengembangan data keuangan daerah; 
b. Peningkatan akses informasi data keuangan; 
c. Pelaksanaan tindak lanjut temuan penyimpangan; 
d. Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD); 
e. Penyediaan manual pengawasan keuangan daerah yang efektif.  
4. Program Peningkatan Kualitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tujuan agar tidak terjadi keterlambatan, kelalaian dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah serta menghindari kesalahan dalam pengawasan dan penyusunan Perda yang berkaitan dengan keuangan daerah. 
	Kegiatan pokok dari program ini adalah: 
a. Peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah melalui lembaga pendidikan kesarjanaan, pelatihan singkat baik di dalam maupun luar negeri; 
b. Penempatan aparatur yang mempunyai kompetensi dalam keuangan daerah pada instansi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah; 
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tujuan melakukan pembinaan dan memfasilitasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. 
	Kegiatan pokok dari program ini adalah: 
a. Sosialisasi penyusunan rancangan deregulasi pengelolaan keuangan daerah; 
b. Fasilitasi pengelolaan keuangan daerah.



BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Tahun 2010 Kabupaten Lombok Utara baru mencapai usia 2 tahun. Pada usia yang sangat muda ini yakni dibawah tiga tahun (Batita) Kabupaten Lombok Utara sudah mulai menunjukkan  kemampuan mengelola  Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2009 yakni tahun pertama penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan APBD secara mandiri sebagai Daerah Otonomi baru bahwa berdasarkan hasil Audit BPK menunjukkan hasil Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Demikian pula berkaitan dengan Hasil Evaluasi Daerah Otonomi Baru Hasil Pemekaran (DOBHP) oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri bahwa dari 57 DOBHP yang berusia BATITA (Dibawah Tiga Tahun) Kabupaten Lombok Utara menduduki urutan 12 (dua belas) kategori SEDANG, menunjukkan bahwa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Kabupaten Lombok Utara sebagai Daerah Otonomi Baru sudah menampakkan hasil yang cukup signifikan.  
Secara sosial budaya, Lombok Utara memiliki  kekhasan, karena didalamnya  hidup dan berkembang pluralitas agama, suku dan budaya. Pluralitas ini sejatinya merupakan modal sosial. Modal berharga ini sangat potensial untuk dikembangkan danl dikelola dengan baik. 
Dengan posisi geografis yang strategis dan keragaman modal sosial yang dimilikinya, Lombok Utara berpeluang besar menjadi daerah maju yang sejajar dengan daerah daerah lainnya. Hanya saja untuk mencapai itu, percepatan pembangunan melalui optimalisasi potensi sumberdaya lokal dan mendorong masuknya investasi  menjadi kebutuhan mutlak.
 Percepatan pembangunan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana pelayanan prima menjadi salah satu ukuran utamanya. Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya aparat pemerintah yang mampu memposisikan dirinya sebagai pelayan rakyat. Selain itu diperlukan pula aparat yang cakap mendorong sinergitas antara birokrasi, masyarakat dan dunia usaha. 
Buruknya kinerja pelayanan birokrasi, ditambah merebaknya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), menjadi masalah mendasar birokrasi selama ini. Dampak langsungnya terasa kepada rendahnya kualitas pelayanan dasar masyarakat. Terutama di sektor  yang begitu vital yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi.  
Percepatan pembangunan bisa terealisasi salah satunya jika didukung oleh infrastruktur wilayah yang memadai. Sementara itu kondisi infrastruktur di Kabupaten Lombok Utara masih memprihatinkan serta masih terjadinya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah kecamatan dan antar sektoral. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu ekonomi biaya tinggi yang menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat dan masuknya investasi.
Percepatan pembangunan juga memerlukan tertib hukum untuk memberikan rasa aman dan menjamin kepastian hukum. Supremasi hukum harus tegak dan tidak boleh terkontaminasi kepentingan politik. Hukum yang mandul membuat rakyat kehilangan kepercayaan. Tanpa kepercayaan rakyat, upaya melakukan percepatan pembangunan akan membentur tembok tebal.
 Percepatan pembangunan harus pula berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Lombok Utara yang mermiliki wilayah/lahan kritis lebih kurang 60 % dari luas wilayahnya sepatutnya memprioritaskan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) pertanian/perkebunan. Titik tumpu pengelolaan SDA harus berkiblat pada keberlanjutan masa depan lingkungan dan memihak kepentingan rakyat miskin.  
Untuk dapat terwujudnya percepatan pembangunan perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan strategis baik internasional, nasional, regional dan lokal atau daerah.

4.1. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS LINGKUP INTERNASIONAL
Lingkungan Global di era Abad 21 ini ditandai dengan Revolusi Industri yang dikenal dengan Revolusi 3 T yaitu Transportasi, Telekomunikasi dan Turisme. Dengan, semakin banyak dan beragam serta canggihnya sarana transportasi, telah menyebabkan semakin cepat dan mudahnya pergerakan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Kondisi ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penyampaian informasi keseluruh pelosok dunia, dari kota besar bahkan sampai tempat yang terpencil dan pelosok, serta memberikan dorongan dan rangsangan luar biasa bagi perkembangan pariwisata. Selain ketiga aspek tersebut, pada  kurun waktu beberapa tahun terakhir ini masalah terorisme menjadi salah satu sorotan internasional.
Dengan perubahan lingkungan global yang demikian cepat, telah memberikan dampak yang cukup besar bagi Indonesia, baik dampak positif maupun negatif. Akibat terjadinya ”perbenturan” dan dikotomi implementasi dari pemahaman antara Iman dan Taqwa (Imtaq)  dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Fenomena yang muncul kepermukaan adalah terjadinya ”pergeseran” nilai-nilai agama, sosial dan budaya, dengan indikasi antara lain maraknya pola pergaulan bebas bahkan sejak kehidupan remaja, penyalahgunaan narkoba, penyelundupan, pembunuhan, pembakaran, serta penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan yang dindikasikan antara lain maraknya kasus KKN.

4.2. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS LINGKUP NASIONAL
Bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai masalah yang diantaranya disebabkan oleh krisis berkepanjangan, khususnya dibidang politik, pemerintahan dan keamanan. Krisis tersebut mendorong terjadinya reformasi pemerintahan, Hukum dan HAM. Beberapa aspek yang terangkat dalam proses reformasi tersebut antara lain Demokrasi, Dis-integrasi, Desentralisasi dan Debirokratisasi.
Reformasi yang terjadi telah memicu percaturan dan pergolakan politik Nasional. Kemajuan yang cukup menonjol pada aspek demokrasi adalah terlaksananya pemilihan umum secara langsung, baik pemilihan anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden,  serta pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Namun demikian pada aspek demokrasi, ekses memprihatinkan yang muncul kepermukaan diantaranya “demokrasi yang kebablasan”, yang ditandai dengan maraknya unjuk rasa yang kerapkali disertai dengan anarkisme, penghujatan dan pengerusakan.
Desentralisasi sebagai salah satu kaidah dalam implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, telah memberikan nuansa tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang memberikan ruang lebih luas bagi Daerah untuk membangun rumah tangganya sendiri. Namun, dalam pelaksanaannya kaidah Desentralisasi belum berjalan sebagaimana yang dihajatkan, bahkan terjadinya berbagai gejolak di beberapa Daerah, antara lain sebagai akibat belum dipahaminya UU tersebut secara utuh. Disamping itu, masih cukup banyak substansi penting untuk mengimplementasikan UU tersebut belum ditindaklanjuti.
Selain itu masih ada perbedaan persepsi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, termasuk antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam implementasi otonomi daerah, khususnya terkait dengan pembagian urusan yang menjadi kewewenangan masing-masing, merupakan salah satu fenomena yang mengiringi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

4.3. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS LINGKUP REGIONAL
Secara umum Indonesia dibagi menjadi dua kawasan yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Ditinjau dari sisi pengembangan pembangunan dibagi menjadi wilayah Regional A, B, C, D dan E. Kesenjangan pembangunan antar kawasan atau region ini masih cukup besar khususnya dari aspek  perkembangan ekonomi daerah. Untuk mengantisipasinya telah dilaksanakan restrukturisasi sistem perekonomian  dan moneter.
 Aspek yang sangat menonjol yang mempengaruhi kesenjangan tersebut adalah terkait dengan efisiensi, efektifitas, ekonomi dan lingkungan (environment). Berkaitan dengan masalah efisiensi, terlihat secara nyata didalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, kesenjangan antara KBI dengan KTI terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan sumber daya yang ada. Rendahnya tingkat efisiensi pembangunan dan pemerintahan di KTI antara lain disebabkan karena pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur terutama pada Daerah yang sedang dan yang akan dikembangkan (wilayah potensial produktif), sedangkan sebaliknya di KBI, pembangunan lebih diarahkan pada daerah yang sudah berkembang (produktif).
Pembangunan di KTI diarahkan pada penyiapan infrastruktur untuk mendorong pembangunan suatu daerah (trade follow the ship). Sedangkan pembangunan di KBI penekanannya pada pembangunan infrastruktur di Daerah yang sudah berkembang/maju (ship follow the trade). Dengan  tingkat efisiensi yang relatif rendah, implikasinya terhadap tingkat efektifitas juga menjadi rendah. Hal ini tidak lepas dari berbagai keterbatasan yang dimiliki daerah, terutama dari kualitas sumber daya manusia sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan.
Aspek efeisiensi dan efektifitas inilah sebagai pemicu kesenjangan antara KBI dan KTI, yang merupakan isu strategis, pada lingkup regional. Sejalan dengan semangat Visi dan Misi Pembangunan, diantaranya untuk mendorong laju pengembangan perekonomian daerah agar dapat sejajar dengan kemajuan daerah lain dikawasan KBI, hal ini dapat terwujud melalui peningkatan dayabeli dan dayasaing masyarakat/daerah. Dengan rendahnya dayasaing daerah, maka akan berpengaruh terhadap keinginan investasi bagi para investor Luar Negeri,.
Dari aspek ekonomi, disadari bahwa pembangunan di KTI yang dilaksanakan selama ini kurang memperhitungkan aspek ekonomi, namun lebih memperhitungkan aspek sosial. Hal ini tercermin dari pengalokasian dana/investasi pembangunan, khususnya dari anggaran pemerintah, terlebih lagi dengan semakin tingginya biaya untuk politik (Political Cost) dan biaya keamanan (security cost). Hal ini menyebabkan roda perekonomian berjalan lamban. Kemajuan perekonomian di KBI telah mendorong para pemilik modal untuk memanfaatkan peluang yang ada  dengan mendapatkan keuntungan dari kesenjangan kondisi tersebut.
Selain itu, aspek yang tidak kalah pentingnya adalah aspek lingkungan                            (environment), ditandai dengan berbagai kerusakan lingkungan akibat perbuatan tangan manusia  yang sudah tidak peduli dengan masalah lingkungan sehingga berdampak terhadap menurunnya bahkan rusaknya kualitas lingkungan hidup.
 Kondisi lingkungan hidup di KTI termasuk NTB cukup memprihatinkan. Lahan kritis baik didalam kawasan hutan maupun maupun diluar kawasan hutan semakin meluas. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah semakin berkurangnya debit air, semakin rendahnya produktifitas lahan dan terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan sebagainya.
                  
4.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS LINGKUP DAERAH
Dengan berlakunya otonomi daerah telah mendorong persaingan daerah didalam pengelolaan sumberdaya daerah. Empat aspek pokok yang selalu mewarnai permasalahan pembangunan di Daerah yaitu Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Buatan (SDB) dan Sumber Daya Sosial (SDS). Antara satu dengan lainnya saling terkait dan saling mempengaruhi. 
Pemanfaatan sumberdaya tersebut, yang cendrung masih belum optimal, sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan sekaligus keberlangsungan kehidupan manusia. 
Pada aspek SDA, pemanfaatan potensi masih relatif terbatas, kurang terarah, kurang terpadu dan relatif tidak berkesinambungan. Hal ini meyebabkan pemanfaatan potensi SDA belum mampu memberikan dukungan terhadap perekonomian daerah secara optimal dan sekaligus belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang antara lain tercermin  dari tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi. 
Demikian pula halnya dengan SDM, seharusnya dengan jumlahnya yang cukup besar merupakan potensi besar bagi pembangunan, keberadaan SDM dengan kualitas yang relatif masih rendah lebih banyak menjadi hambatan, tantangan, dan sekaligus ancaman bagi kelangsungan pembangunan di daerah. 
Pada aspek SDB disamping jumlah dan kualitas serta kapasitasnya yang belum memadai, masalah penyebaran, pemanfaatan serta pemeliharaanya masih menjadi kendala. Tidak kalah pentingnya aspek SDS juga cukup mempengaruhi kemajuan pembangunan daerah yaitu peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik serta organisasi keagamaan. Kendala yang dihadapi selama ini berupa jalinan kemitraan yang masih belum terbina secara optimal.
Selain itu, masalah kepemilikan sumberdaya yang semakin tidak merata ditandai dengan golongan masyarakat yang berpendapatan menengah keatas/tinggi sebagai pemilik modal, cenderung akan terus meningkatkan kepemilikan sumberdaya yang dimilikinya, sebaliknya golongan masyarakat berpenghasilan rendah dengan kekuatan dayasaing yang rendah, cenderung kepemilikan sumberdayanya semakin berkurang dan daya tukarnya terus menurun. Dalam kondisi tersebut telah memunculkan isu terjadinya kesenjangan diberbagai golongan masyarakat yang semakin melebar.
Dampak kesenjangan pembangunan selama ini  masih menyisakan berbagai masalah terutama bagi masyarakat diwilayah perdesaan yang relatif masih belum berkembang seperti halnya Lombok Utara. Masalah kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, pengangguran masih mewarnai masyarakat sampai sat ini, yang implikasinya sangat luas dan komplek terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kesemua ini merupakan faktor penghambat  bagi daerah di dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah.
Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Lombok Utara saat ini dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut:


A. Masalah Sosial:
1. Masyarakat Lombok Utara sebagian besar (60,87%) terkonsentrasi di wilayah wilayah pelosok dengan akses yang sangat terbatas khususnya akses jalan, Air dan Listrik.  
2. [image: D:\Pemandangan wiaata\1.1235091480.boat-out-to-gili-air.jpg]Struktur umur penduduk Lombok Utara termasuk Struktur Umur Tua, yaitu penduduk yang berada pada kelompok usia kerja (15-64 th) sejumlah lebih dari 60%. Namun kelompok ini masih dalam ketertinggalan dan kelemahan akses terhadap kegiatan produksi maupun pasar kerja. Lebih khusus lagi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  relatif rendah dibandingkan dengan daerah lainnya.   
3. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia. Keadaan ini terutama dipicu oleh rendahnya kualitas SDM baik dari aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Cermin dari permasalahan tersebut terlihat dari masih cukup tingginya AKB (6,5 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu melahirkan 136 per 100.000 kelahiran, gizi buruk serta usia harapan hidup yang masih rendah. Sementara itu, Angka Melek Huruf baru mencapai 71,0 %,  dan Rata-rata Lama Sekolah 4,9 tahun.

B. Masalah Infrastruktur dan Lingkungan Hidup :
1. Kesenjangan pembangunan  layanan infrastruktur yang dilaksanakan selama ini  berakibat tidak berkembang-nya wilayah-wilayah pelosok. 
2. [image: D:\Gambar\DSC01254.JPG]Ketimpangan pertumbuhan pembangunan daerah mewarnai perjalanan awal pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Kurangnya pemerataan pembangunan sarana prasarana, distribusi sumberdaya yang tidak seimbang dan terhambatnya pengembangan ekonomi unggulan cukup signifikan mempengaruhi keadaan ini. 
3. Kurangnya penyediaan dan pembangunan fasilitas pengairan dan irigasi seperti   jumlah embung yang dapat mempertinggi kemampuan penyediaan sumber air. 
4. Perlunya penataan irigasi mata air (penurapan dan penyaluran) yang baik, mengingat terdapat cukup banyak mata air.
5. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan kerusakan ekosistem kawasan hutan, lahan, pesisir dan laut, konversi penggunaan lahan, krisis air bersih dan pencemaran air, meluasnya lahan kritis, dan perubahan iklim yang sebagian besar diakibatkan oleh manusia. 
6. Kenaikan tinggi muka air laut secara gradual akibat pemanasan global merupakan salah satu aspek yang paling kompleks dari efek pemanasan global. Kenaikan tinggi muka air laut mengakibatkan terjadinya abrasi, perubahan garis pantai dan mereduksi daerah wetland di sepanjang pantai khususnya disepanjang pantai dan di tiga gili. Disamping itu kenaikan tinggi muka air laut juga mempertinggi tingkat laju intrusi air laut terhadap aquifer daerah pantai.   Perubahan suhu yang drastis ini dapat menimbulkan terjadinya coral bleaching. Semakin tingginya frekuensi El Nino dan La Nina menyebabkan terjadinya fluktuasi perubahan SPL yang besar dengan suhu terendah mencapai 26ºC dan tertinggi mencapai 31ºC, setiap tahun, sehingga meningkatkan laju kerusakan terumbu karang dan biota lingkungan pantai lainnya.
7. Tingginya laju degradasi hutan dan meluasnya lahan kritis, menurunnya kuantitas dan kualitas air (baik air tanah maupun permukaan), bencana kekeringan pada lahan sawah yang menyebabkan gagal tanam dan bahkan gagal panen akan lebih diperparah oleh dampak perubahan iklim  
8. Terganggunya kelestarian alam dan lingkungan hidup yang sudah mencapai titik kritis, baik di darat maupun di laut. Di wilayah perairan pantai  terjadi kerusakan ekosistem yang cukup parah, antara lain disebabkan tindakan manusia yang mengeksploitir Sumber Daya Alam Hayati secara tidak terkendali tanpa peduli kelestariannya seperti pengambilan terumbu karang, pasir laut, pengeboman ikan dan juga pencemaran akibat pembuangan limbah dari usaha pertambangan.

C. Masalah Ekonomi dan Rumpun Hijau (pertanian dalam arti luas)
1. Terjadi transformasi struktur perekonomian dari sektor primer (pertanian) ke sekunder dan tersier (industri dan jasa), namun tidak diiringi dengan transformasi ketenagakerjaan. Dari waktu ke waktu pangsa relatif Sektor Pertanian terhadap perekonomian wilayah terus mengalami penurunan seiring dengan peningkatan sektor lainnya (industri dan jasa). Namun keadaan  sebaliknya terjadi dengan persentase penduduk yang berkerja pada Sektor Pertanian cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan peluang kerja Sektor Industri dan Jasa mengalami penurunan. Kabupaten Lombok Utara termasuk kategori daerah tertinggal. Indikatornya adalah belum tercapainya keseimbangan kontribusi Sektor Industri dengan kontribusi Sektor Pertanian.  
2. [image: D:\Pemandangan wiaata\BARA4.jpg]Kawasan pesisir, laut dan pulau (Gili) masih belum optimal disentuh. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam di kawasan tersebut sebagai kawasan pariwisata andalan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sumber pendapatan masyarakat.
3. Lemahnya eksternalitas wilayah Lombok Utara dan NTB pada umumnya. Salah satu contoh, wilayah Lombok Utara yang berada dalam Segitiga Emas Pariwisata Dunia yakni Bali, Komodo, Makassar/Toraja, belum mampu ditangkap sebagai peluang besar dalam pengembangan dan pemberdayaan kepariwisataan Lombok Utara.

D. Masalah Pemerintahan Umum :
1. Profesionalisme aparatur pemerintah tercermin dari kualitas pelayanan yang diberikan aparatur birokrasi kepada masyarakat masih rendah. Selain itu, kinerja aparatur dan standar kompetensi yang diterapkan kepada seluruh tingkatan aparatur belum dilaksanakan dengan baik.
2. Masih belum siapnya masyarakat baik moral, moril ataupun mental menerima arus globalisasi terutama dampak negatif. Hal ini tercermin dari berbagai gejolak yang terjadi, seperti semakin maraknya pornografi dan porno aksi, pelecehan seksual, kejahatan narkoba, penyelundupan barang atau orang, pembunuhan dan perampokan. Kesiapan masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan masalah Imtaq. Nampaknya walau kehidupan beragama sudah cukup baik namun pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama relatif masih lemah.
3. Masih lemahnya penegakkan hukum di dalam masyarakat terutama oleh para penegak hukum. Keadaan ini dipicu dengan terbatasnya personil yang ada, luas dan semakin beragamnya kasus yang muncul kepermukaan terutama KKN yang melibatkan hampir seluruh komponen masyarakat mulai pejabat, pengusaha dan termasuk rakyat dari pusat sampai ke desa/dusun.
4. Rasa apatisme dan pesimisme masyarakat terhadap pemerintah, sebagai akibat krisis kepemimpinan dimasa lalu. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat dirumuskan Isu-isu Strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Utara kurun waktu lima tahun kedepan, yaitu sebagai berikut:
1. Belum terkelolanya dengan baik pluralitas agama, suku dan budaya  sebagai modal sosial;
2. Tingginya  angka kemiskinan, pengangguran  dan kesenjangan sosial;
3. Tingginya angka buta aksara dan putus sekolah;
4. Tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan;
5. Kesenjangan pembangunan dipelosok terpencil;
6. Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kualitas pelayanan publik, 
7. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, dan
8. Kurangnya ketersediaan daya dukung kapasitas infrastruktur dasar.



BAB V
 VISI-MISI TUJUAN DAN SASARAN


Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara memerlukan suatu filosofi yang mampu menjadi pedoman dalam menentukan Visi dan Misi serta arah pembangunan daerah.

Filosofi pembangunan yang disimbolkan  di Kabupaten Lombok Utara yaitu “TIOQ TATA TUNAQ” merupakan cerminan kepribadian dan semangat kerja masyarakat Lombok Utara,  dengan pengertian sebagai berikut : 

TIOQ      = Berarti tumbuh, menerima anugerah dari Tuhan YME;
TATA     = Berarti atur, mengelola sumberdaya yang dianugerahkan  Tuhan YME;
TUNAQ  = Berarti menyayangi, memelihara dan mendayagunakan.

 Berdasarkan filosofi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Utara tersebut ditetapkan Visi - Misi Pemerintah Kabupaten Lombok utara periode 2010-2015 adalah: 

5.1. 	VISI
Visi  Pemerintah Kabupaten Lombok Utara 2010-2015  yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu:
”LOMBOK UTARA MAJU DAN BERADAB”
 dengan semangat TIOQ TATA TUNAQ 

Maju 	:  	Perwujudan keadaan masayarakat yang mandiri     mengandalkan kemampuan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan ditandai meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, terpenuhinya kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
 
Beradab     : 	Perwujudan keadaan masyarakat yang mandiri dan maju, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, ditandai dengan kualitas hidup yang layak dalam kehidupan spiritual, ekonomi, sosial dan budaya. 
 
5.2. 	MISI
Dalam mewujudkan Visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :
1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, menjaga pluralitas. 
2. Mewujudkan  percepatan pembangunan pendidikan, kesehatan yang berkeadilan, yaitu meningkatkan pelayanan dan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara,   meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur diwilayah strategis, yakni menyediakan infrastruktur ekonomi dan sosial diseluruh wilayah Lombok Utara dalam rangka membuka dan memperlancar arus ekonomi masyarakat dan pelayanan sosial dasar.
4. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu meningkatnya perekonomian daerah yang mempunyai daya saing, meningkatnya penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu dan tehnologi.
5. Menegakkan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu terciptanya masyarakat yang mengerti dan sadar akan aturan hukum, terciptanya aparatur yang bersih, tanggungjawab, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari misi yang ditetapkan
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan publik
3. Meningkatkan daya saing daerah
4. Mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera
5. Mewujudkan sistem pemerintahan dan pembangunan yang transparansi
6. Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat
7. Mengoptimalkan pembangunan berkelanjutan
8. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum aparat dan masyarakat.

Sasaran dari tujuan yang ditetapkan
1. Terwujudnya masyarakat sejahtera
2. Terwujudnya masyarakat religius
3. Terwujudnya masyarakat berbudaya dan beretika
4. Terwujudnya masyarakat sehat
5. Terwujudnya masyarakat cerdas  dan terampil
6. Terwujudnya masyarakat berwawasan IPTEK
7. Terwujudnya kesetaraan gender
8. Struktur APBD yang proporsional
9. Terwujudnya usaha pengolahan  berbasis pertanian
10. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif
11. Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan
12. Terwujudnya masyarakat “sadar wisata”
13. Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan terampil
14. Terwujudnya kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang terpadu dan berkelanjutan
15. Terwujudnya sistem pelayanan publik yang transparan, berkepastian hukum dan tepat waktu
16. Terwujudnya infrastruktur yang memadai
17. Terwujudnya tata ruang yang serasi, selaras dan produktif
18. Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman sehat
19. Tersedianya sistem transportasi yang terpadu
20. Terpenuhinya kebutuhan air baku yang memadai 
21. Terpenuhinya kebutuhan energi yang memadai
22. Terwujudnya lingkungan lestari
23. Terwujudnya aparatur yang bersih dan profesional
24. Terwujudnya tatalaksana penyelenggaran pemerintahan yang baik
25. Terwujudnya masyarakat taat dan sadar hukum
26. Terwujudnya daerah yang aman dan tertib
27. Terwujudnya masyarakat sadar berpolitik
28. Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan




BAB VI
STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan misi pembangunan daerah sesungguhnya adalah untaian harapan masa depan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Harapan dapat diraih manakala visi dan misi bukan utopia, namun harus realistis sesuai situasi dan kondisi daerah yang sudah, sedang terjadi dan kecenderungan perkembangan masa depan.  
Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan Strategi, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa strategi menjembatani visi dengan realitas yang ada.  
Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan posisi Lombok Utara  yang diukur dengan berbagai indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia dan serta memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan memperhatikan :
· Keberpihakan pada masyarakat miskin (pro-poor policy);
· Optimalisasi Pelayanan sarana prasarana dasar; dan
· Isu Pemanasan Global (global warming issues). 
Adapun perumusan langkah-langkah untuk menentukan strategi dan arah kebijakan, dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan). Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis pembangunan di Lombok Utara lima tahun kedepan, maka Strategi, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum yang ditetapkan adalah sebagaimana pada tabel berikut  :

Tabel 6.1
Isu Strategis, Strategi, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum Pembangunan 
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2015

	ISU STRATEGIS
	STRATEGI
	ARAH KEBIJAKAN
	KEBIJAKAN UMUM

	1. Belum terkelolanya dengan baik pluralitas agama, suku dan budaya  sebagai modal sosial
	1. Revitalisasi peran lembaga keagamaan, sosial dan budaya

	1. Peningkatan kesadaran dan kerukunan beragama 
	1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga keagamaan 

	
	
	2. Peningkatan kesadaran dan kerukunan hidup bermasyarakat
	2. Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya hubungan yang harmonis antar etnik dan kelompok sosial 

	
	
	
	3. Mendorong komunikasi lintas budaya dalam masyarakat multikultur

	
	
	
	

	
	
	3. Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah
	4. Menggali dan mengembangkan seni dan budaya daerah 

	2. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan   kesenjangan sosial
	2. Revitalisasi dan akselerasi pelayanan sosial dasar dan akses terhadap sumberdaya ekonomi
	4. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap hak-hak dasar manusia.
	5. Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin

	
	
	5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber modal, sarana prasarana ekonomi.  
	6. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan 

	
	
	6. Peningkatan pendapatan masyarakat 
	7. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agro industri

	
	
	
	8. Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh

	3. Tingginya angka buta aksara dan putus sekolah

	3. Revitalisasi dan mobilisasi peran kelembagaan lokal, keagamaan dan kepemudaan  
	7. Peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan pendidikan 
	9. Mendekatkan fasilitas dan pelayanan pendidikan pada daerah terpencil dan terbelakang

	
	
	10. 
	11. Mengupayakan pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin

	4. Tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan;
	4. Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
	8. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan KIA 
	12. Mendekatkan fasilitas dan pelayanan KIA, terutama pada daerah terpencil dan terbelakang

	
	
	
	13. Mengupayakan pelayanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakat miskin

	
	
	
	14. Mendorong peranserta masyarakat dalam pendidikan pra-nikah 

	
	
	
	15. Mendorong peran posyandu

	5. Kesenjangan pembangunan dipelosok terpencil;

	5. Redistribusi  pembangunan secara proporsional sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah
	9. Peningkatan aksesibilitas wilayah
	16. Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa kota, pulau-pulau kecil dan daerah terisolir

	
	6. Koordinasi, inte-grasi, sinkronisasi dan sinergis pembangunan antar wilayah dan antar sektor
	10. Peningkatan harmonisasi perencanaan program pembangunan
	17. Mendorong intensitas komunikasi antar wilayah

	
	
	
	18. Mengembangkan pola keterpaduan antar wilayah dan antar sektor 

	6. Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kualitas pelayanan publik, 
	7. Supremasi hukum 


	11. Peningkatan koordinasi penegakan hukum 
	19. Mengintensifkan komunikasi antara lembaga penegak hukum dengan pemerintah daerah 

	
	
	12. Peningkatan kinerja lembaga pengawasan daerah
	20. Mengoptimalkan peranserta masyarakat dalam pengawasan pembangunan

	
	8. Deregulasi dan debirokratisasi penyelenggaraan pemerintahan 
	13. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah
	21. Mendorong penerapan sistem pelayanan satu pintu/satu atap 

	
	
	
	22. Mengembangkan diklat aparatur berbasis kompetensi

	
	
	
	23. Mengembangkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara  konsisten

	
	
	
	24. Memantapkan Pengelolaan keuangan Daerah

	7. Menurunnya kualitas lingkungan hidup
	9. Optimalisasi pendayagunaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, dan IPTEK
	14. Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan
	25. Mengupayakan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan

	
	
	
	26. Mempertahankan kelestarian sumberdaya alam dan ekosistem

	
	
	
	27. Mendorong pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan

	
	
	
	28. Mendorong pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK

	8. Kurangnya ketersediaan daya dukung kapasitas energi listrik.

	10. Diversifikasi sumberdaya listrik alternatif
	15. Peningkatan kapasitas terpasang
	29. Mengupayakan penambahan daya listrik melalui PLN

	
	
	
	30. Mendorong pengembangan dan pemanfatan sumberdaya listrik alternatif



Strategi, Arah kebijakan dan Kebijakan Umum pembangunan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan kedalam berbagai Program Pembangunan sesuai dengan Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah. Hal ini menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis, termasuk para pemangku kepentingan untuk berperanserta dalam pembangunan.
Adapun Kebijakan Umum menurut lingkup Urusan, Program dan SKPD penanggungjawab pelaksanaan dalam rangka mewujudkan Visi “LOMBOK UTARA MAJU DAN BERADAB” menuju masyarakat Lombok Utara yang sejahtera pada kurun waktu 2011-2015 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6.2
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan berdasarkan Urusan Kewenangan
dan SKPD Pengelola

	KEBIJAKAN UMUM
	URUSAN
	PROGRAM
	SKPD
PENGELOLA

	1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga keagamaan 
	Pemerintahan Umum
	1. Peningkatan pelayanan keagamaan
2. Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan
	· Kabag.  Kesra;
· Kantor Kesbangpol;


	2. Mendorong dan memfaslitasi terwujudnya hubungan yang harmonis antar etnik dan kelompok sosial 
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

	1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
5. Pendidikan Politik Masyarakat
	· Bag. Kesra;
· Kantor Kesbangpol;
· Satpol PP; 
· Bag. Pemerintahan;



	3. Mendorong komunikasi lintas budaya dalam masyarakat multikultur
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


	1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Pendidikan Politik Masyarakat
	· Bag. Kesra;
· Kantor Kesbangpol;
· Dinas Dikbudpora;



	
	Pemuda dan Olah Raga
	1. Peningkatan Peranserta Kepemudaanlitas
	1. 

	
	Kebudayaan

	1. Pengembangan Nilai Budaya
2. Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Pengelolaan Keragaman Budaya

	2. 

	4. Menggali dan mengembangkan seni dan budaya daerah.

	Pariwisata
	1.  Pengembangan Kemitraan;
2. Pengembangan Seni dan Budaya Lokal; 
3. Pengembangan destinasi pariwisata;
4. Pengembangan pemasaran pariwisata
	· Bag. Kesra;
· Kantor Kkesbangpol;
· Satpol PP;
· Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil;
· Bag.Pemerintahan;
· Dinas Dikbudpora

	

	

	
	· Dinas Dikbudpora;
· Bag.  Kesra

	
	Kebudayaan

	1. Pengembangan Nilai Budaya
2. Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Pengembangan Kerjasama Pengelolaaan Kekayaan Budaya
	· 

	
	Pemuda dan Olah Raga
	1. Peningkatan Peranserta Kepemudaan
	· 

	5. Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
2. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
	· BPM, PP dan KB;
· Dinas Kop dan UKM;
· Dinas Sosial Kependudukan dan Capil;
· Dinas PU;
· Bag. Kesra;
· Bag.Perekonomian
· Dinas Kesehatan;
· Dinas Dikbudpora;
· SKPD lingkup Pertanian

	
	Sosial
	1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Pembinaan Anak Terlantar
4. Pembinaan Panti Asuhan 
5. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidan, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
6. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	

	
	Perumahan
	1. Pengembangan Perumahan
2. Lingkungan Sehat Perumahan
3. Pemberdayaan Komunitas Perumahan
4. Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam Sosial

	

	
	Kesehatan

	1. Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Perbaikan Gizi Masyarakat
4. Pengembangan Lingkungan Sehat
5. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
6. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
7. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
8. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
9. Pengembangan SDM Kesehatan
10. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
11. Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
	

	
	Pendidikan	

	1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Pendidikan Menengah
4. Pendidikan Non Formal
5. Pendidikan Luar Biasa
	

	
	Pertanian

	1. Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Peningkatan Ketahanan Pangan
3. Peningkatan Produksi Pertanian
4. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	

	
	Kelautan dan Perikanan

	1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2. Pengembangan Perikanan Budidaya 
3. Pengembangan Perikanan Tangkap
4. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 
	

	6. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan 
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	1. Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
3. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	· Dinas Koperasi UMKM;
· Dinas Perindag;
· BPMPD;
· SKPD lingkup Pertanian;
· Bag. Perekonomian;
· Bag.  Kesra

	
	Perdagangan

	1. Pembinaan Pedagangan Kaki Lima;
2. Pasar lelang forward agro
	

	
	Perindustrian

	1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3. Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
	

	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	1. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
2. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
	

	
	Kelautan dan Perikanan

	1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2. Pemberdayaan Masyarakat pesisir pantai 
3. Pengembangan Perikanan Budidaya 
4. Pengembangan Perikanan Tangkap
5. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 
6. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 
	

	
	Pertanian

	1. Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Peningkatan Ketahanan Pangan
3. Peningkatan Penerapan teknologi pertanian
4. Peningkatan Produksi Pertanian
5. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
6. Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan Penyakit
7. Peningkatan Produksi Hasil Pertanian
8. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
	

	
	Ketahanan Pangan
	1. Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Peningkatan Kesejahteraan Petani
	

	7. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agro industri
	Pertanian

	1. Peningkatan Agribisnis
2. Peningkatan Penerapan teknologi pertanian 
3. Peningkatan Produksi Pertanian 
4. Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan Penyakit 
5. Peningkatan Produksi Hasil Pertanian
6. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
7. Peningkatan Kawasan Produksi Peternakan Sapi
	· SKPD lingkup Pertanian;
· Dinas Perindag;
· Dinas Koperasi UMKM;
· BPM
· Dinas PU,Pertamben;
· BPMPD;
· Bag. Perekonomian;
·  Disnakertrans

	
	Kehutanan

	1. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2. Rehabilitasi Hutan Lahan
3. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
4. Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri
5. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
	

	
	Kelautan dan Perikanan

	1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2. Pengembangan Perikanan   Budidaya 
3. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 
4. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 
	

	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
2. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
	

	
	Perindustrian
	1. Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial berbasis one village one product (OVOP)
2. Pengembangan dan Penguatan Kluster Berbasis OVOP
	

	
	Perdagangan

	1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

	

	
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

	1. Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
3. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
	

	
	Tenaga Kerja

	1. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
2. Peningkatan Kesempatan Kerja
	

	
	Penanaman Modal Daerah

	1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
	

	
	Pekerjaan Umum

	1. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
2. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
	

	
	Energi dan Sumberdaya Mineral
	1. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
	

	8. Mendorong tumbuh dan berkembang-nya wilayah strategis dan cepat tumbuh
	Transmigrasi
	1. Penempatan dan pembinaan transmigrasi
	· Dinas Nakertrans

	9. Mendekatkan fasilitas dan pelayanan pendidikan pada daerah terpencil dan terbelakang
	Pendidikan	

	1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Pendidikan Menengah
4. Pendidikan Non Formal
5. Pendidikan Luar Biasa
6. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
7. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 
8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	· Dinas Dikbudpora;
· Bag. Kesra;
· Dinas Sosial, Kependudukan & Capil;
· BPM, PP dan KB;
· Dinas Kesehatan;
· Kementerian Agama;
· BPM, PP dan KB

	10. Mengupayakan pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin
	Pendidikan	

	1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Pendidikan Menengah
4. Pendidikan Non Formal
5. Pendidikan Luar Biasa
6. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
	· Dinas Dikbudpora;
· Bag. Kesra;
· Kementerian Agama

	11. Mendekatkan fasilitas dan pelayanan KIA, terutama pada daerah terpencil dan terbelakang
	Kesehatan

	1. Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Pengawasan Obat dan Makanan
4. Pengembangan Obat Asli Indonesia
5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Perbaikan Gizi Masyarakat
7. Pengembangan Lingkungan Sehat
8. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
9. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
10. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
12. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
	· Dinas Kesehatan;
· BPM, Pemberdayaan Perempuan dan KB;
· Bag. Kesra;
· BPM, PP dan KB

	
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

	1. Keluarga Berencana
2. Pelayanan Kontrasepsi
3. Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
4. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
5. Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
6. Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
	

	12. Mengupayakan pelayanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakat miskin
	Kesehatan

	1. Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Pengawasan Obat dan Makanan
4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Perbaikan Gizi Masyarakat
6. Pengembangan Lingkungan Sehat
7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
8. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
11. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
12. Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)

	· Dinas Kesehatan;
· BPM,PP dan KB;
· Bag. Kesra;
· BPM, PP dan KB


	13. Mendorong peranserta masyarakat dalam pendidikan pranikah

	Pemberdayaan Perempuan

	1. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
4. Peningkatan Peranserta dan Kesadaran Jender Dalam Pembangunan

	· Dinas Kesehatan;
· Dinas Dikbudpora;
· Kementerian Agama
· PMD- PP dan KB;
· Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil;
· PMD-PP dan KB;
· Bag. Kesra;
· Bag. Pemerintahan;
· PMD-PP dan KB
· Dinas Kesehatan

	
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

	1. Kesehatan Reproduksi Remaja
2. Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/Kesehatan Reproduksi yang Mandiri
3. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
4.  Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
	

	
	Kesehatan

	1. Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
	

	14. Mendorong peran posyandu
	Kesehatan

	1. Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Perbaikan Gizi Masyarakat
4. Pengembangan Lingkungan Sehat
5. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
6. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
7. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
8. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
9. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
	· Dinas Kesehatan;
· BPM_PP dan KB
· Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB;
· Bag. Kesra;
· Dinas Kesehatan

	
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

	1. Kesehatan Reproduksi Remaja
2. Pelayanan Kontrasepsi
3. Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
4. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
5. Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
6. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
7. Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
	

	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
	

	15. Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa kota, pulau-pulau kecil dan daerah terisolir
	Pekerjaan Umum
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Berbagai program tersebut di atas diarahkan sebagai penjabaran dari misi yang telah ditetapkan dengan program prioritas sebagai berikut:
I. Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya,menjaga pluralitas; 
a. Pemberdayaan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Moral, Spiritual dan Ekonomi Produktif;
b. Pemantapan Kerukunan Hidup Inter dan Antar Umat Beragama;
c. Penguatan Ketahanan Budaya; 
II. Misi Kedua : Mewujudkan  percepatan pembangunan pendidikan, kesehatan yang berkeadilan  
a. Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkeadilan, Terjangkau dan Berkualitas;
b. Penuntasan Buta Aksara dan Wajib Belajar 9 Tahun, serta Pencanangan Wajib Belajar 12 Tahun;
c. Pelayanan Kesehatan yang Berkeadilan, Terjangkau dan Berkualitas;
d. Pengembangan Desa Sehat dan Desa Siaga.

III. Misi Ketiga : Mempercepat pembangunan infrastruktur diwilayah strategis  
a. Percepatan Penanganan Jalan Kabupaten dan Desa;
b. Percepatan pembangunan sarana prasarana publik
c. Penataan pembangunan perkotaan
d. Percepatan pembangunan Pelabuhan Carik
e.	Percepatan  Penyediaan Air Irigasi dan Air Bersih Berbasis Hidroklimatologi;
f.	Percepatan Pembangunan Kelistrikan, Terutama Berbasis Sumberdaya Terbarukan;
g.	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

IV. Misi Keempat : Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.
a. Pembangunan dan peningkatan sektor perkebunan
b.  Revitalisasi Perdesaan dan Pengembangan Agropolitan;
c.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan Mengantisipasi Dampak Perubahan  Iklim;
d.	Pengembangan ekonomi kerakyatan dan usaha kecil
e.  Pengembangan Pariwisata Sumberdaya Alam, Budaya dan Spiritual;
f.	Peningkatan Investasi dan Perluasan Kesempatan Kerja;
g.	Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan;
h.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
  
V. Misi Kelima :  Menegakkan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipasi masyarakat  
a.	Pemantapan Rasa Aman dan Tertib Hukum;
b.	Percepatan Penanggulangan Korupsi;
c.	Penataan Birokrasi Pemerintahan Daerah;
d.	Pemantapan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan;
e.	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
f.	Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Geologi, Hidrometeorologi dan Pesisir. 
Selain program prioritas di atas, direncanakan pula beberapa terobosan yang diharapkan akan memberikan daya ungkit tinggi bagi percepatan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang ditetapkan, khususnya dalam upaya meningkatkan posisi IPM Kab. Lombok Utara agar mampu berada pada papan atas ranking Propinsi. Berbagai terobosan tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Bidang Sosial :
a. Penetapan anggaran untuk pendidikan menuju angka 20 persen dalam APBD.
b. Menetapkan anggaran beasiswa bagi siswa miskin, yaitu: SD,  SLTP dan SLTA. Berlaku bagi siswa sekolah negeri maupun swasta.
c. Menyediakan anggaran beasiswa S-1 dan Beasiswa S-2 bagi mahasiswa tidak mampu dan berprestasi.
d. Menetapkan anggaran pelayanan kesehatan gratis   bagi  warga miskin yang belum terjaring Jaminan Kesejahteraan Masyarakat (Jamkesmas).
e. Mendukung Gerakan 3-A, yaitu AKINO, ABSANO dan ADONO
· AKINO (Angka Kematian Ibu melahirkan NOl) merupakan gerakan dalam upaya menekan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi menuju nol yang dilaksanakan di tiap-tiap desa.
· ABSANO (Angka Buta AkSAra NOl) dan ADONO (Angka Drop-Out  NOl) merupakan gerakan dalam upaya menekan angka buta aksara dan angka drop-out pada tingkat pendidikan dasar, yang dilaksanakan di tiap-tiap desa.
f. Membangun Rumah Sakit Daerah  (tipe C) di Tanjung, dengan dukungan pendanaan pemerintah pusat. 
g. Pemantapan program Desa Siaga untuk pelayanan kesehatan dan tanggap darurat.
2. Bidang Infrastruktur : 
a. Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan.
b. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 
3. Bidang Ekonomi 
a. Penerapan sistem  Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). 
b. Peningkatan dan pengembangan Pariwisata  dan  Dukungan terhadap Visit Lombok- Sumbawa 2012. 
Target kunjungan wisatawan  merupakan langkah strategis untuk meletakkan pijakan tekad untuk secara sungguh-sungguh mengelola segenap potensi dan daya tarik wisata Daerah Lombok Utara agar menjadi daerah tujuan wisata utama nasional maupun internasional. pencapaian ini diantaranya dapat terwujud manakala ditopang oleh keberadaan masyarakat Lombok Utara  yang terefleksikan pada kesadarannya menerapkan Sapta Pesona secara istiqomah.  
c. Dukungan terhadap program unggulan KELAPA, KOPI DAN KAKAO (PAPIKO) sebagai program unggulan daerah. 
Pencanangan  Kelapa, Kopi dan Kakao sebagai program unggulan daerah Kabupaten Lombok Utara, didasarkan pada kenyataan bahwa selama ini Lombok Utara merupakan salah satu daerah pensuplai kelapa, kopi dan kakao untuk kebutuhan nasional. Saat ini potensi lahan yang tersedia untuk pengembangan kelapa, kopi dan kakao  seluas 35.000 ha.  
d. Menciptakan Wirausaha Baru. 
 	Tumbuhnya wirausaha (usaha mikro kecil dan menengah) termasuk wirausaha baru pada suatu daerah tidak bisa terlepas dari komitmen dan peran pemerintah dalam menekan angka pengangguran. Banyaknya wirausaha baru yang diprogramkan akan dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga pengangguran dan kemiskinan menjadi berkurang yang pada akhirnya ekonomi masyarakat khususnya di Lombok Utara akan tumbuh dan berkembang lebih cepat.  
e. Memantapkan program "Desa Mandiri Pangan" guna memastikan ketersediaan, kemudahan dan keragaman pangan.
f. Revitalisasi penyuluh pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan dan perikanan.
g. Memantapkan Gerakan "Gemar Memakan Ikan" untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat.
h. Membangun kemitraan dengan BUMN untuk meningkatkan kinerja Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UKMK) dan Panti-Panti Sosial.
4. Bidang Pemerintahan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi :
a. Mendorong percepatan penetapan batas wilayah dan penyerahan P3D.
b. Menyiapkan Pembangunan sarana dan prasarana pusat pemerintahan
c. Mempercepat penetapan regulasi daerah 
d.  Melakukan kunjungan kerja ke seluruh Kecamatan dan Desa untuk koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui forum rapat kerja diperluas.
e. Menandatangani MoU dengan seluruh Propinsi untuk sharing anggaran pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi warga miskin.
f. Penandatanganan Pakta Integritas bagi setiap pemangku jabatan struktural untuk tidak melakukan KKN dan bekerja secara profesional.
g. Menata personil birokrasi berdasarkan integritas dan kompetensi guna mewujudkan birokrasi berkinerja tinggi.

Beberapa terobosan di atas, akan segera dicanangkan bersamaan dengan selesainya tahapan program 100 hari kerja. 



BAB  VII
INDIKASI RENCANA PROGRAM
PEMBANGUNAN DAN PENDANAAN

Pembiayaan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara disamping dibiayai dari sumber pembiayaan Daerah (APBD) juga bersumber dari pembiayaan Pemerintah (APBN) baik melalui jenis pendanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta jenis pembiayaan lainnya. 
Dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang kewenangan penyelenggaraannya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, dapat dikelompokkan berdasarkan empat bidang pembangunan, yang apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh akan mampu memberikan daya ungkit dalam mewujudkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Utara. Keempat bidang pembangunan tersebut adalah : 
1. Bidang Sosial, meliputi Urusan Pendidikan, Perpustakaan, Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Kepemudaan dan Olah Raga, serta Kebudayaan. 
2. Bidang Infrastruktur, meliputi Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, serta Energi dan Sumberdaya Mineral.
3. Bidang Ekonomi dan Rumpun Hijau, meliputi Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal Daerah, Perdagangan, Industri, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Transmigrasi, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, serta Pariwisata.
4. Bidang Pemerintahan dan Umum, meliputi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Kearsipan serta Komunikasi dan Informasi.
Berdasarkan pengelompokkan di atas dan mencermati kebutuhan indikatif pendanaan dalam APBD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 dan prosentase berdasarkan kelompok Urusan, serta dengan mengasumsikan beberapa kondisi pada lima tahun kedepan, maka dapat ditetapkan Rencana Kebutuhan Indikatif Pendanaan selama periode Tahun 2011 – 2015, yaitu sebagai berikut :
1. Bidang Sosial, dengan proporsi alokasi 35 %  s.d  40 % dari total APBD 
a. Urusan Pendidikan : minimal 20 % dari total APBD, dengan rincian sebagai berikut:
 	Proporsi pembiayaan ini akan tetap dikawal sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, sekaligus sebagai wujud implementasi fungsi keberadaan pemerintah yaitu memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi bagian dari program prioritas Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2015, yaitu Penyelenggaraan Pendidikan Yang Berkeadilan, Terjangkau dan Berkualitas; Penuntasan Buta Aksara dan Wajib Belajar 9 Tahun, serta Pencanangan Wajib Belajar 12 Tahun.
b. Urusan Kesehatan : diharapkan menuju 15 % dari total APBD.
 	Proporsi pembiayaan ini terdistribusi pada tiga kelompok aspek penanganan kesehatan, yaitu Promotif, Preventif dan Kuratif. Sampai saat ini, penanganan aspek Kuratif masih mendominasi pembiayaan dibandingkan aspek Promotif dan Preventif. Melalui perubahan paradigma penanganan Urusan Kesehatan dan mengacu pada pepatah sederhana “Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati” serta pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, maka diharapkan dalam periode lima tahun kedepan penanganan aspek Kuratif tidak lagi mendominasi pembiayaan kesehatan, namun beralih pada penanganan aspek Preventif dan Promotif. Melalui pendekatan “Kesehatan Masyarakat Mandiri” maka orientasi “penanganan orang sakit” beralih menjadi  “Menjaga Orang Sehat agar Tetap Sehat”. Bila kondisi ini tercapai maka alokasi pembiayaan yang dibutuhkan untuk penanganan kesehatan dapat dioptimalisasi dan dirasionalisasi.
 	Disamping itu, penanganan Urusan Kesehatan ini juga sebagai wujud implementasi fungsi keberadaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari program prioritas Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun     2011-2015, yaitu Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan, Terjangkau dan Berkualitas, serta Pengembangan Desa Sehat dan Desa Siaga.
c. Urusan Perpustakaan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Kepemudaan dan Olah Raga, serta Kebudayaan : masing-masing mendapat proporsi alokasi sampai dengan 1,2 % dari total APBD. 
2.  	Bidang Infrastruktur : dengan proporsi alokasi sekitar 35 % dari total APBD.
Proporsi pembiayaan ini diperlukan mengingat pada saat ini Kabupaten Lombok Utara memang masih perlu “membuka" akses berbagai kawasan strategis maupun kawasan ekonomis, yang pada saatnya akan memberikan efek rintisan bagi geliat ekonomi masyarakat pada kawasan-kawasan tersebut. Alokasi pembiayaan pada bidang ini sebagian diantaranya merupakan bagian dari cost sharing yang dipersyaratkan dalam menetapkan keberadaan berbagai pembangunan infrastruktur  di Kabupaten Lombok Utara, termasuk dalam mendukung keberadaan infrastruktur yang berkaitan dengan pencapaian kinerja Bidang Sosial khususnya Urusan Pendidikan dan Kesehatan. Dari tujuh Urusan dalam Bidang Infrastruktur, Urusan Pekerjaan Umum mempunyai proporsi alokasi yang terbesar, yaitu sekitar 25 % dari total APBD, kemudian diikuti oleh Urusan Perhubungan sekitar 2,5 %, dan disusul dengan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Penataan Ruang, dengan proporsi alokasi masing-masing dibawah 2 %.  Alokasi pembiayaan tersebut dalam perkembangannya kedepan tentunya dapat dirasionalisasi seiring dengan telah terpenuhinya kewajiban Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam cost sharing pembangunan beberapa infrastruktur dan kebutuhan pendanaan bidang lainnya.
3. Bidang Ekonomi dan Rumpun Hijau : dengan proporsi alokasi 10 % s.d 15 % dari total APBD. 
Proporsi pembiayaan ini sebagian diantaranya diarahkan sebagai stimulan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta pembiayaan pada masa-masa awal pengenalan dan pendampingan berbagai program terobosan yang dicanangkan. Dari 12 Urusan dalam Bidang Ekonomi dan Rumpun Hijau, Urusan Pertanian mempunyai proporsi alokasi yang terbesar, yaitu sekitar 5 % dari total APBD, kemudian  Urusan Ketenagakerjaan,  Urusan Kelautan dan Perikanan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,  Urusan Penanaman Modal Daerah, Perdagangan, Industri, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketahanan Pangan, Transmigrasi, Kehutanan, dan Pariwisata dengan proporsi alokasi masing-masing antara 1% - 2%. Seiring dengan tercapainya berbagai harapan dan kinerja pada Bidang Sosial dan Bidang Infrastruktur, maka alokasi pembiayaan Bidang Ekonomi dan Rumpun Hijau dapat dirasionalisasi sesuai kebutuhan.

4. Bidang Pemerintahan : dengan proporsi alokasi 20 % s.d 25 % dari total APBD 
Proporsi pembiayaan ini dibutuhkan sebagai pembiayaan penanganan berbagai urusan dalam rangka pembangunan sarana prasarana fisik perkantoran dan pengawalan berbagai program strategis. Dengan jumlah alokasi tersebut, dukungan pembangunan dan  pengawalan terhadap berbagai program strategis harus benar-benar dioptimalkan, termasuk dengan senantiasa mengupayakan peran para pemangku amanah lainnya untuk berpartisipasi didalamnya, sehingga dimungkinkan alokasi pembiayaan Bidang Pemerintahan Umum ini mengalami rasionalisasi selama kurun waktu 2011-2015.
Dari empat Urusan dalam Bidang Pemerintahan, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian mempunyai proporsi alokasi yang terbesar, yaitu antara 20 % s.d 25 %. Namun dalam perkembangan berikutnya, proporsi alokasi urusan ini mengalami penurunan secara signifikan menuju ke sekitar 20 %. Urusan berikutnya adalah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Kearsipan serta Komunikasi dan Informasi, masing-masing di bawah 1 %.
Rincian indikasi rencana program pembangunan dan kebutuhan pendanaan yang berasal dari dana APBD Kabupaten Lombok Utara berdasarkan pengelompokan Bidang dan Urusan dalam kurun waktu Tahun 2011-2015 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut.




















BAB  VIII
PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

8.1. PENTAHAPAN PEMBANGUNAN 

	Untuk mencapai sasaran pokok sebagai mana dimaksud diatas, pembangunan jangka menengah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Tahapann dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka menengah Kabupaten Lombok Utara 2011 – 2015.
Dari uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai selama periode 2011-2015, ditetapkan target agregat untuk beberapa indikator utama pembangunan dan disusun pentahapan sebagai sasaran-sasaran antara yang ingin dicapai.
Target agregat ditetapkan terhadap beberapa indikator utama meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Gini, Nilai Tukar Petani (NTP), Pertumbuhan ekonomi, Tingkat Inflasi, Persentase penduduk miskin dan persentase pengangguran terbuka
 IPM Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2009 yang nilainya sebesar 58,4  ditargetkan menjadi sekitar 65,00 pada tahun 2015. Penetapan target ini berdasarkan data lima tahun terahir dimana IPM Kabupaten Lombok Utara selalu mengalami kenaikan. Namun demikian diakui upaya meningkatkan IPM sebesar sekitar 65,00 bukanlah upaya yang mudah. Harus dilakukan berbagai langkah strategis, yang tidak saja sekedar membutuhkan kecepatan, namun harus dengan percepatan penanganan lintas sektor secara integratif.

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN LOMBOK UTARA 2011-2015

Dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Pemerintah Kabupaten lombok Utara 2011-2015 ” LOMBOK UTARA MAJU DAN BERADAB” telah ditetapkan 4 (empat) misi, dengan delapan tujuan serta 28 sasaran. Dalam upaya pencapaian visi tersebut, maka perlu disusun pentahapan pembangunan sebagai tahapan antara dalam pencapaiannya. Tahapan pembangunan Kabupaten Lombok Utara selama kurun waktu 2010-2015, dibagi dalam tiga tahapan:

A. TAHAPAN ORIENTASI DAN KONSOLIDASI (2010)
Tahapan ini disebut tahapan orientasi dan konsolidasi adalah dalam rangka menyambung dan melanjutkan program kegiatan yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan Penjabat sebelumnya dan juga dalam rangka menyatukan pandangan dan arah untuk meletakkan landasan yang kokoh dalam menata   tahapan pembangunan selanjutnya. 
Mengawali tugas Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan ini Pemerintah Daerah dan seluruh jajarannya harus bertekad dan menunjukkan kinerja yang optimal dalam satu bingkai tujuan dan sasaran yang harus dicapai yakni menuju masyarakat yang maju dan beradab. 
Pada tahap ini, juga diagendakan target pencapaian program kerja 100 (seratus) hari, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tahap orientasi dan konsolidasi. Program kerja 100 hari ini lebih fokus pada penanganan berbagai urusan, terutama yang terkait dengan program-program prioritas dan program terobosan  yang belum optimal pencapaiannya maupun program prioritas dan terobosan yang menjadi target pencapaian lima tahun yang akan datang. Demikian pula halnya dengan peningkatan kualitas aparatur, harus mendapat perhatian dengan melakukan penataan SDM berbasis kompetensi. 

Tahapan ini terutama untuk mendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut:
1. Mendorong percepatan pembangunan yang ada dengan terus melakukan koordinasi dan monitoring evaluasi yang penekanannya pada kegiatan pelayanan masyarakat dan infrastruktur pelayanan dasar. Tolok ukur keberhasilannya adalah masyarakat mendapat pelayanan yang cepat, investasi berkembang, infrastruktur menjangkau daerah berpotensi ekonomi, arus barang jasa lancar.
2. Membangun dan menjalin komunikasi dengan mitra kerja (legislatif) melalui media rapat koordinasi pimpinan guna kesamaan pandangan dalam  merumuskan persoalan daerah.  Tolok ukur pencapaiannya adalah Terjalinnya komunikasi yang positif, terbangunnya kesamaan pandangan dan terbentuknya suasana yang harmonis, dan terbuka.
3. Meningkatkan penjaringan aspirasi dan sosialisasi visi-misi guna membentuk strategi dan kebijakan pembangunan yang aspiratif dan pro masyarakat. Tolok ukur keberhasilannya adalah masyarakat memahami visi-misi pemerintah dan pemerintah merumuskan penjaringan aspirasi dengan skala prioritas.  
4. Penataan kelembagaan dan struktur organisasi pegawai guna peningkatan  kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diarahkan kepada pelayanan serta peningkatan kemampuan masyarakat. Tolok ukur keberhasilannya adalah Kelembagaan yang miskin struktur dan kaya fungsi, terciptanya kompetisi dan profesionalisme aparatur ditandai dengan koordinasi lancar dan pelayanan kepada masyarakat meningkat.
5. Pengelolaan dan penataan program pendidikan khususnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan diwilayah terpencil guna memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan terjangkau. Tolok ukur keberhasilannya adalah terbangun dan tersedianya sarana prasarana pendidikan yang belum terjangkau pelayanan pendidikannya  atau sekurang-kurangnya teridentifikasi untuk diprogramkan dan menjadi prioritas penanganan tahun berikutnya.
6. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) yakni dengan peningkatan dan pendayagunaan Tim Kewaspadaan Pangan dan gizi, dan siaga obat serta sarana prasarana. Tolok ukur keberhasilannya adalah dapat dilakukan pencegahan dini, masyarakat terlayani dan  tidak terjadi korban jiwa.
7. Mengantisipasi kerawanan dan kekurangan air bersih pada musim kemarau yang akan datang yakni dengan membangun dan menyediakan sarana prasarana air bersih, tanggap darurat dan mobilisasi mobil tangki air ke lokasi rawan kekeringan. Tolok ukur keberhasilannya adalah teratasinya kerawanan kekurangan air bersih, masyarakat terhindar dari kerawanan air bersih.      
8. Perumusan kebijakan pembangunan lima tahunan dalam rangka membangun pemerintahan yang tangguh, kualitas SDM disegala bidang meningkat, derajat kesehatan masyarakat meningkat dan pendapatan masyarakat meningkat sehingga terbangun lombok utara yang  maju dan beradab. Tolok ukur keberhasilannya adalah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka   Menengah (RPJMD) Kab. Lombok Utara dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.  
9. Memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama antar wilayah guna mendukung pengembangan ekonomi daerah guna meningkatkan daya tarik investasi. Tolok ukur keberhasilannya adalah terbukanya peluang masyarakat petani untuk meningkatkan produksi pertaniannya.  

Pada akhir tahun tahap orientasi dan konsolidasi ini akan dilakukan evaluasi tingkat pencapaiannya guna mengukur sejauh mana program 100 hari ini berdampak pada peningkatan pelayanan aparatur, peningkatan pembangunan sarana prasarana dasar sehingga masyarakat dapat menikmati hasil-hasilnya, Peningkatan kinerja aparatur, dan koordinasi antar lembaga.

B. TAHAP PERCEPATAN PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (2011-2012)
Pada tahap ini diupayakan akselerasi atau peningkatan kecepatan penanganan pembangunan serta pencapaian bebagai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, termasuk pengawalan secara ketat berbagai program prioritas dan terobosan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok utara.
Pada tahap ini harusnya telah terjadi peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah menuju pada pelayanan prima sebagai perwujudan clean and good governance. Transparansi dan efisiensi menjadi pertimbangan utama dalam pemberian pelayanan, sehingga electronic Governance (E-Gov) menjadi pilihan dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
Tahapan ini terutama untuk mendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut:
1. Jaminan pencapaian target pelayanan sosial dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat miskin.
2. Terbukanya peluang yang proporsional bagi aqtualisasi kaum perempuan serta jaminan perlindungan terhadap kepentingan perempuan dan anak dalam berpartisipasi pada proses pembangunan.
3. Pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif dalam berbagai sektor sebagai upaya membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang selanjutnya dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
4. Terbukanya akses dan ketersediaan layanan infrastruktur pada beberapa kawasan potensial dan strategis yang sebelumnya sulit dijangkau, dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga menarik minat investor dalam dan kuar negeri.

C. TAHAP PERWUJUDAN LOMBOK UTARA MAJU DAN BERADAB (2013-2015).                                                                                     
	Tahap ini adalah tahap terahir yang merupakan tahap perwujudan visi masyarakat Lombok Utara ” Lombok Utara maju dan beradab” ditandai dengan IPM. Selain itu ditandai pula pencapaian berbagai target indikator kinerja, seperti semakin kecilnya kesenjangan antar wilayah kecamatan, semakin tingginya nilai tukar petani, semakin tingginya kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan, semakin meningkat dan stabilnya pertumbuhan ekonomi lombok utara, menurunnya angka inflasi, menurunnya pengangguran, serta berkurangnya  penduduk miskin. 
Tahapan ini terutama untuk mendukung terwujudnya masyarakat lombok utara yang maju dan beradab, yang mengarah kepada kemandirian dalam aspek kehidupan melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat.
Meskipun masing-masing tahapan mendukung tercapainya tujuan tertentu, namun bukan berarti tujuan tersebut diupayakan dan dituntaskan pada tahapan yang bersangkutan, namun hal tersebut hanya merupakan pemusatan perhatian. Masing-masing upaya pada setiap tahapan merupakan satu kesatuan untuk mendukung tercapainya Lombok Utara Maju dan Beradab dalam kurun waktu 2011-2015.     
                               



8.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
Adapun target capaian beberapa indikator utama yang ditetapkan selama kurun waktu 2011-2015 adalah sebagaimana pada tabel-tabel berikut di bawah ini. 
Tabel  8.1
Target Capaian Indikator IPM Kabupaten Lombok Utara  Tahun 2011-2015

	NO
	TAHUN
	USIA HARAPAN
HIDUP
(TAHUN)
	RATA-RATA
LAMA SEKOLAH
(TAHUN)
	ANGKA
MELEK HURUF
(%)
	PARITAS
DAYA BELI
(RP)

	1
	2009
	60,20
	4,90
	71,00
	611,700

	2
	2011
	63,00
	6,00
	80,00
	647.000

	3
	2012
	63,30
	6,75
	85,00
	675.000

	4
	2013
	63,60
	7,50
	90,00
	715.000

	5
	2014
	64,00
	8,25
	95,00
	735.000

	6
	2015
	64,50
	9,00
	100,00
	750.000



Gambar 5.
Grafik Capaian Indikator IPM Kabupaten Lombok Utara  Tahun 2011-2015















Tabel 8.2
Target Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi 
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010-2015

	NO
	TAHUN
	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
	TINGKAT INFLASI
(%)

	1
	2009
	4,09
	9,25

	2
	2010
	4,91 
	6.62

	3
	2011
	5,10
	7,37

	4
	2012
	 6,15
	7,50

	5
	2013
	6,18
	7,50

	6
	2014
	6,50
	7,20

	7
	2015
	6,50  
	6,80




Gambar 6.
Grafik Target Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Tahun 2011-2015







Pengurangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka merupakan salah satu target capaian kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu Tahun 2011 -2015. Persentase penduduk miskin ditargetkan terus menerus menurun. Berdasarkan data makro hasil Susenas Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010, penduduk miskin di Kabupaten Lombok Utara mencapai 43,14 %. Dengan target penurunan 2,5  %  per tahun maka penduduk miskin pada tahun 2015 ditargetkan tersisa 30,64 %. Target ini disusun dengan memperhitungkan potensi dan upaya akselerasi lintas sector yang diprogramkan, serta  memperhatikan kesepakatan dan amanat pencapaian “Millenium Development Goals (MDG’s). Sedangkan persentase pengangguran terbuka ditargetkan turun dari 9,48 % di Tahun 2009 menjadi sekitar 6,60 % pada Tahun 2015.  
Tabel 8.3
Persentase Penduduk  Miskin dan Pengangguran

	NO
	TAHUN
	PENDUDUK  MISKIN (%)
	PENGANGGURAN TERBUKA (%)

	1
	2010
	43,14
	9,48

	2
	2011
	40,64
	9,20

	3
	2012
	38,14
	8,00

	4
	2013
	35,64
	7,50

	5
	2014
	33,14
	7,25

	6
	2015
	30,64
	6,60



Gambar 7.
Grafik Target Penurunan Penduduk Miskin Tahun 2011-2015








Gambar 8.
Grafik Target Penurunan Pengangguran Terbuka Tahun 2011-2015









Dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang ada, indikator capaian kinerja dari masing-masing sasaran program pembangunan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011 – 2015 yang ditetapkan adalah sebagaimana pada dua matrik di bawah ini. Indikator Capaian Kinerja yang ditetapkan merupakan suatu target yang diupayakan sungguh-sungguh dalam pencapaiannya, yang tentu saja akan sangat bergantung pada berbagai hal, termasuk dibutuhkannya partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta.


Tabel 8.4
Indikator Kinerja Pembangunan Menurut Sasaran Strategis 

	SASARAN
	INDIKATOR KINERJA

	1. Masyarakat Religius
2. Masyarakat berbudaya dan beretika
3. Kesetaraan dan Keadilan gender

4. Masyarakat sejahtera;
5. Masyarakat sehat;
6. Masyarakat cerdas dan terampil;
7. Program berwawasan IPTEK;










8.  Struktur APBD yang proporsional
9.  Usaha pengelolaan bernasis pertanian
10.Iklim usaha yang kondusif
11.Ketahanan pangan
12.Masyarakat Sadar Wisata
13.Tenaga Kerja yang terampil dan  produktif
14.Kawasan pesisir, laut dan pulau/gili terpadu dan berkelanjutan

	1. Konflik Sara
2. Penyalahgunaan NAPZA
3. Penanganan Penderita HIV/AIDS
4. Indeks Pembangunan Gender
5.  Rata-Rata Lama Sekolah
6.  Angka Partisipasi Kasar (APK);
7.  Angka Partisipasi Murni (APM);
8.  Angka Putus Sekolah; 
9.  Angka Melek Huruf; 
10. Angka Melanjutkan Sekolah; 
11. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
12. Usia Harapan Hidup (UHH);
13. Angka Kematian Bayi (AKB);
14. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI);
15. Prevalensi Gizi Buruk; 
16. Laju Pertumbuhan Penduduk;
17. Tingkat Kelahiran Total (Total Fertility  Rate = TFR);
18. Usia Kawin;
19. Cakupan Air Bersih; 
20. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi;
21. Laju Inflasi; 
22. Laju Pertumbuhan Investasi; 
23. Incremental Capital Output Ratio (ICOR);
24. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita ADHB (tanpa sektor pertambangan); 
25. Paritas Daya Beli;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
27. Kinerja Laporan Keuangan Daerah;
28. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
29. Angka Kemiskinan; 
30. Angka Pengangguran Terbuka;  
31. Desa Mandiri Pangan 
32. Cadangan Pangan;
33. Tingkat Konsumsi Ikan;
34. Jumlah Kelompok Sadar Wisata;
35. Angka Kunjungan Wisatawan;
36. Koperasi Berkualitas;
37. Wirausaha Baru; 

	15. Infrastruktur yang Memadai;
16. Tata Ruang yang Serasi, Selaras dan Produktif;
17. Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat;
18. Sistem Transportasi Terpadu;
19. Kebutuhan Air Baku yang Memadai;
20. Kebutuhan Energi yang Memadai;
21. Pembangunan Daerah yang Seimbang dan Merata;
22. Lingkungan Lestari;

	38. Tingkat Kemantapan Jalan;  
39. Peraturan Tentang Tata Ruang;
40. Cakupan Jamban Keluarga (Jaga);
41. Cakupan Listrik (Ratio Elektrifikasi); 
42. Kampung Media;
43. Peraturan tentang Telekomunikasi dan Informasi;
44. Sumber Mata Air; 
45. Petani Pemakai Air
46. Interkoneksi Angkutan Umum Antar Simpul Transportasi;
47. Peralatan Peringatan Dini Bencana (Early Warning System);
48. Lahan Kritis, Kawasan Hutan, Kawasan Sawah Abadi, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Konservasi;

	23. Aparatur yang Bersih dan Profesional;
24. Tatalaksana Penyelenggaraan Pemerintahan      yang Baik
25. Sistem Pelayanan Publik yang Transparan, Berkepastian Hukum dan Tepat Waktu ;
26. Masyarakat Taat dan Sadar Hukum;
27. Daerah yang Aman dan Tertib;
28. Masyarakat  Sadar Berpolitik;
29. Sistem Administrasi Kependudukan yang Berkelanjutan;
	49. Temuan Pelanggaran Aparatur;
50. Standar Opersional Prosedur (SOP); 
51. Standar Pelayanan Minimal (SPM);
52. Indeks Demokrasi;
53. Pelanggaran Hukum dan HAM; 
54. Kriminalitas;
55. Perdagangan Manusia (Human Trafficking); 
56. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); 
57. Produk hukum daerah anti KKN dan pemantapan otonomi daerah;



Tabel 8.5 
Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2011-2015 

	NO
	INDIKATOR KINERJA
	SATUAN
	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA

	
	
	
	KONDISI
TAHUN 2009
	TARGET
TAHUN 2015

	   I


	MISI PERTAMA : 
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, menjaga pluralitas; 
	
	
	

	   1.
	Konflik SARA
	Kasus
	Tidak Ada
	Tidak ada

	   2.
	Penanganan NAPZA 
	Kasus
	Tidak ada
	Tidak ada

	 3.
	Kasus Penderita HIV/AIDS
	%
	
	

	II
	MISI KEDUA : 
Mewujudkan  percepatan pembangunan pendidikan, kesehatan yang berkeadilan 
	
	
	

	5.
	Rata-Rata Lama Sekolah
	Tahun
	4,90
	9,00

	6.
	Angka Partisipasi Kasar (APK) :
	%
	
	

	
	· SD / MI / Paket A 
	
	102,87
	102,87

	
	· SMP / MTS / Paket B
	
	93,30
	100,00

	
	· SMA / SMK / MA / Paket C
	
	59,12
	85,00

	7.
	Angka Partisipasi Murni (APM) :
	%
	
	

	
	· SD / MI / Paket A 
	
	96,17
	99,95

	
	· SMP / MTS / Paket B
	
	78,57
	95,00

	
	· SMA / SMK / MA / Paket C
	
	54,09
	75,00

	8.
	Angka Putus Sekolah :
	%
	
	

	
	· SD / MI / Paket A 
	
	0,90
	0,20

	
	· SMP / MTS / Paket B
	
	2,25
	0,50

	
	· SMA / SMK / MA / Paket C
	
	2,88
	1,00

	9.
	Angka Melek Huruf 
	%
	71,00
	100,00

	10.
	Angka Melanjutkan Sekolah : 
	%
	
	

	
	· SD / MI  ke  SMP / MTS
	
	92,36
	100,00

	
	· SMP / MTS  ke  SMA / SMK / MA
	
	70,05
	86,00

	
	· SMA / SMK / MA ke Perguruan Tinggi
	
	12,63
	30

	11.
	Penemuan Teknologi Tepat Guna (TTG)
	Temuan
	5
	15

	12.
	Usia Harapan Hidup (UHH) 
	Tahun
	60,2
	66,18

	13.
	Angka Kematian Bayi (AKB)
	/1.000 KH
	6,65
	4

	14.
	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)
	/100.000 KH
	136
	80

	15.
	Prevalensi Gizi Buruk 
	%
	3,1
	1,00

	16.
	Laju Pertumbuhan Penduduk
	%
	1,70
	1,28

	17.
	Tingkat Kelahiran Total (Total Fertility Rate = TFR)
	Orang
	2,1
	1,7

	18.
	Usia Kawin
	Tahun
	18,35
	21,00

	19.
	Cakupan Air Bersih
	%
	54
	7.

	20.
	Perpus. Desa dan Perpustakaan Keliling
	Unit
	0
	10

	III
	MISI KETIGA :
Mempercepat pembangunan infrastruktur diwilayah strategis  
	
	
	

	21.
	Jalan Kabupaten
Jalan Propinsi
	%
%
	34,23
75,25
	85,00
95,00

	22.
	Sarana Prasarana Aparatur
Sarana Prasarana Publik
	%
%
	10,25
21,50
	65,00
70,20

	23.
	Peraturan tentang Tata Ruang
	Buah
	Perda1 RTRW

	6

	24.
	Cakupan Jamban Keluarga (Jaga)
	%
	42,63
	75

	25.
	Cakupan Listrik (Ratio Elektrifikasi)
	%
	35
	75

	26.
	Sumber Mata Air
	Sumber
	
	

	27.
	Petani Pemakai Air :
- Gab.Perkum. Petani Pem. Air (GP3A);
-Perk. Petani Pemakai Air (P3A)
	Kelompok
	


	



	28.
	Sarana transportasi ke desa terpencil
	Jumlah unit
	3
	33

	29.
	Lahan Kritis :
	Ha
	
	

	30.
	· Kawasan Hutan (lindung, konservasi, produksi, fungsi khusus)
	Ha
	
	

	31.
	· Lahan Sawah Beririgasi Teknis
	Ha
	5.217
	5.217

	IV.

	 MISI KEEMPAT : 
Mendorong percepatan per-tumbuhan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepan-kan prinsip pembangunan berkelanjutan
	
	
	

	32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
	Tingkat Pertumbuhan ekonomi
Laju Inflasi
Laju pertumbuhan investasi
ICOR
PDRB perkapita ADHB
Paritas Daya Beli
APBD
Kinerja Laporan Keuangan Daerah
PAD
Angka Kemiskinan 
Angka Pengangguran Terbuka
	%
%
%

Rp.
Rp.
Rp.Milyar


Rp. Milyar
%
%
	4,91
8,76
3,18
6,59
4.985.784
611.700
210.092,88
>5 WDP

10,68
43,14
6,48
	6,5
Pada 1 digit
7,22
4 s.d 5
10.828.674
750.000
526.145,246
>5  WTP

35,00
30,64
5,00

	43.
	Tingkat Konsumsi Ikan
	Kg/kap./Thn
	27,02
	35,6

	44.
	Kelompok Sadar Wisata	
	Kelompok
	6
	10

	45.
	Angka Kunjungan Wisatawan
	orang/thn
	
	

	
	· Wisatawan Mancanegara
	
	67.503
	500.000

	
	· Wisatawan Nusantara
	
	12.224
	150.000

	46.
	Koperasi Aktif
	Koperasi
	65
	100

	47.
	Wirausaha Baru
	Unit
	
	

	48.
	Bumdes Yang Sehat
	Unit
	4
	15

	V


	MISI KELIMA : 
Menegakkan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipasi masyarakat  
	
	
	

	49.
	Penilaian BPK terhadap APBD
	
	WDP
	WTP

	50.      
51.
52.
	Standar Operasional Prosedur (SOP); 
	%
	-
	100

	
	Standar Pelayanan Minimal (SPM);
	%
	
	100

	
	Indeks Demokrasi :
	
	
	

	53.
	Partisipasi masyarakat dalam politik;
	%
	85 (Pilkada 2010)
	95

	54.
	Kriminalitas;
	Kasus
	148
	70

	55.
	Produk Hukum Daerah (Perda)
	Buah

	5 (2010)
	30






BAB   IX
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2015 bukan hanya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati-Wakil Bupati terpilih yang disetujui dan dilegitimasikan dalam Peraturan Daerah dan menjadi instrument penting untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan program pembangunan untuk mewujudkan  kesejahteraan masyarakat Lombok Utara, tetapi juga merupakan pedoman bagi semua pemangku amanah yang terlibat dalam proses pembangunan daerah. Artinya, RPJMD merupakan perwujudan  komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya pembangunan yang akan dilaksanakan secara bersama dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Komitmen yang terbangun dalam perencanaan harus dipatuhi dan diimplementasi, karena didalamnya ditetapkan secara sadar arah dan tujuan sasaran pembangunan daerah oleh pemerintah dan masyarakyat Lombok Utara yang akan dicapai hingga Tahun 2015. 
Dengan  ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2015, maka seluruh pemangku amanah diharapkan mampu memahami substansi dokumen perencanaan ini dan menterjemahkannya  secara kreatif dan inovatif. Bagi SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2015 menjadi acuan utama untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2011-2015 dan Rencana Kerja (Renja) SKPD selama kurun waktu Tahun 2011-2015, serta dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran/Sementara (PPA/S), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang perupakan bahan dasar penyusunan Rancangan APBD, serta Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bahan dalam evaluasi dan pelaporan kinerja kepemimpinan daerah Lombok Utara selama kurun waktu Tahun 2011 – 2015. 
Keberhasilan pembangunan dalam meraih cita-citanya sebagaimana terkandung dalam visi Pemerintah Lombok Utara “Terwujudnya Masyarakat Lombok Utara yang Maju dan Beradab, perlu didukung oleh: (1) komitmen dan kepemimpinan daerah yang baik, bersih, dan amanah; (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) kebijakan yang berpihak kepada masyarakat; dan (4) partisipasi masyarakat, dunia usaha serta para pemangku amanah secara aktif, kreatif, dan positif. Selain itu, penerapan tiga pilar prinsip Good Governance yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, dalam pelaksanaan berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi pembangunan tersebut harus mendapat perhatian secara sungguh-sungguh oleh para pihak.
Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan  terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal. Transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai, disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau.
Akuntabilitas adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi.
Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (beneficiaries) atau obyek belaka, melainkan agen pembangunan (subjek yang mempunyai peranan penting). Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget invention).
RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2015 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Implementasi dokumen perencanaan ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas program dan kegiatan, lintas instansi serta lintas pemerintahan, dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung-jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, termasuk mendorong efisiensi dalam pelaksanakaan pembangunan. 
Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2015, yaitu sebagai berikut :
1. Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha serta para pemangku amanah lainnya berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
2. RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2015 menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD Tahun 2011-2015 yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda daerah serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, dapat dilaksanakan/dicapai dan terarah pada  tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Lombok Utara.
3. Unit satuan kerja vertikal setingkat, maupun lembaga-lembaga lokal non pemerintah atau lembaga international pemerintah dan non pemerintah yang melakukan kegiatan di wilayah  Lombok Utara, serta komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya berkewajiban berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyerasikan dan menjamin konsistensi dan kohesi terhadap RPJMD Pemeritah Kabupaten Lombok UtaraTahun 2011 -2015.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara, Bupati/Wakil Bupati, masyarakat dan dunia usaha secara bersama-sama mendukung konsistensi implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2015.
5. Dalam rangka optimalisasi pengawalan implementasi berbagai program dan kegiatan pembangunan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara bersama-sama dengan SKPD terkait  berkewajiban melaksanakan sinkronisasi serta penyerasian target dan sasaran, melalui pengendalian pembangunan daerah.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi RPJMD Kabupaten Lombok Utara  Tahun 2011-2015, dan untuk mengetahui tingkat kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diselenggarakan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. 
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Tanah Kering
75,7 %
Tanah Sawah
11,8%
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3,7 %
Lainnya
8,8 %
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Angka Melek Huruf (%)
Angka Melek Huruf (%)	2009	2011	2012	2013	2014	2015	82.6	84.3	88.45	92.1	96.7	100	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
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